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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

NOMOR  2  TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 

2021-2026; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 



 

 

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3969); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 



 

 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



 

 

Nomor 4833) Sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6042); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5941); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 



 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323); 

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja 



 

 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan 

Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

459); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Thun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

288); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 

2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun  2012 

tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

Tahun 2020 Nomor 3); 



 

 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang  Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 

Nomor 5); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanjung   Jabung Timur   Tahun 2016   

Nomor 6); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

dan 

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN        DAERAH          TENTANG      RENCANA           

   PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN   

2021 - 2026. 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

2. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.  

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin  pelaksanaan  urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 



 

 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam  

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang ada di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai lingkup kewenangan untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek 

pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap 

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks 

pembangunan manusia. 

7. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses 

pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan 

keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, 

efisien, dan efektif. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 

disebut    RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disebut   RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun. 

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah   

Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun. 

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-

PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun. 

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun. 



 

 

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur. 

14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 5 (lima) Tahunan. 

16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya 

tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang 

diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. 

17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas 

pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. 

18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja 

untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi 

isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara 

bertahap sebagai penjabaran strategi. 

19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber 

daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 

tugas dan fungsi. 

Pasal 2 

(1)  Maksud RPJMD ini : 

a.   menjadi arah penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur; dan 

b. keterpaduan penyelenggaraan pembangunan dalam 5 (lima) tahun 

periode  penyelenggaraan  Pemerintahan  di  Kabupaten  Tanjung 

Jabung Timur. 

(2) Tujuan RPJMD ini yakni terwujudnya pembangunan Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur Merakyat. 

 

 



 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 
 

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari : 

a) visi, Misi dan Program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada 

RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional; 

b) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan 

daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas 

Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana 

kerjasama dan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang 

bersifat indikatif. 

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam 

penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat 

Daerah. 

BAB III 

SISTEMATIKA RPJMD 

Pasal 4 
 

(1)   RPJMD  berlaku  selama  periode Tahun 2021-2026. 

(2)  RPJMD terdiri dari : 

  9 (sembilan) Bab dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I     Pendahuluan   

Bab II     Gambaran Umum Kondisi Daerah  

Bab III     Gambaran Keuangan Daerah  

Bab IV     Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Daerah    

Bab V      Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Bab VI     Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah  

 

Bab VII    Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat 

                Daerah 

Bab VIII   Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Bab IX     Penutup 



 

 

3)  RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

BAB IV  

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD 

 Pasal 5 

 
(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan 

b. pelaksanaan RPJMD. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. kebijakan perencanaan RPJMD; 

b. pelaksanaan RPJMD; dan 

c. hasil RPJMD. 

(4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi 

di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 

Pasal 6 
 

Hasil  pengendalian  dan  evaluasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5 

dilaporkan kepada Bupati.  

BAB V  

PERUBAHAN RPJMD 

Pasal 7 
 

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: 

a. hasil    pengendalian    dan    evaluasi    menunjukkan    bahwa    

proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara 

penyusunan rencana  pembangunan  daerah  yang  diatur  dalam  

peraturan perundang-undangan; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi  menunjukkan  bahwa   substansi   

yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 



 

 

c. terjadi perubahan yang mendasar. 

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan  politik, 

krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran 

Daerah, atau perubahan kebijakan Nasional. 

(3) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila 

sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. 

Pasal 8 
 

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

Pasal 9 

 
Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan 

tetapi tidak merubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka 

menengah Daerah, maka penetapan target capaian sasaran tahunan 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB VI  

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 10 
 

(1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD 

berpedoman pada RPJPD. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam 

penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah 

terpilih berikutnya. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  



 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah  ini  dengan  penempatannya  dalam  Lembaran  Daerah  Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur. 

Ditetapkan di Muara Sabak 

pada tanggal   26 Oktober  2021 

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, 

                                                                                          

 

  H. ROMI HARIYANTO 

 

Diundangkan di Muara Sabak 

pada tanggal  26 Oktober  2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, 

                   

 

  SAPRIL 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021 

NOMOR 2 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, 

PROVINSI JAMBI  (2-68/2021) 



                                              LAMPIRAN :   PERATURAN DAERAH  

  KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

NOMOR : 2 

TANGGAL : 26 OKTOBER 2021 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

RENCANA PEMBANGUNAN  JANGKA MENENGAH DAERAH  

(RPJMD) 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

TAHUN 2021 



SAMBUTAN 

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR 

 

 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan 

hidayahNya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur Tahun  2021-2026 dapat kita selesaikan tepat waktu. 

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung efektif, 

efisien mewujudkan visi dan misi daerah diperlukan perencanaan pembangunan sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Beserta Perubahannya. Bagi Daerah, kedua 

Undang-undang ini menegaskan rencana pembangunan dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

RPJMD 2021–2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (Renstra-PD) setiap tahunnya. 

Penyusunan RPJMD 2021-2026, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta Perubahannya dilakukan secara terpadu, 

menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan 

mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan stakeholder 

pembangunan lainnya 

Saya berharap bahwa  RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 ini dapat 

dipedomani oleh jajaran pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, kalangan akademisi, para cerdik 

pandai, ulama dan LSM serta segenap kalangan masyarakat luas lainnya dalam melaksanakan 

pembangunan daerah. Sehingga visi   “MENUJU TANJUNG JABUNG TIMUR  MERAKYAT” dapat 

diwujudkan 

Muara Sabak,    Oktober  2021 

Bupati Tanjung Jabung Timur, 

 

 

H. ROMI HARIYANTO, SE 

 
 



KATA PENGANTAR 

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  diperlukan suatu pedoman yang memberikan 

arahan dan strategi kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan  suatu dokumen 

perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. 

Pasal 5 UU No 25 Tahun 2004, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya 

berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, 

strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat 

Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan 

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah 

Daerah bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran visi dan 

misi serta program Bupati terpilih, menyatakan orientasi atau keberpihakan proses pembangunan pada 

ekonomi kerakyatan. Rencana pembangunan jangka menengah yang dimaksud memuat arah kebijakan 

keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan dan pembangunan daerah, 

program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai rencana-rencana 

kerja yang bersifat indikatif.  

Selain dilandasi oleh pernyataan Visi dan Misi serta program Kepala Daerah terpilih, penyusunan 

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan secara realistis berdasarkan penilaian kondisi nyata 

sosial ekonomi masyarakat dan potensi sumber daya lokal yang ada. Sehingga RPJMD 5 (lima) tahun ke 

depan didasarkan pada kebutuhan semua pihak, bukan keinginan sepihak. 

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPJMD ini, kami ucapkan terima kasih. 

Semoga RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 ini dapat memenuhi maksud dan 

tujuannya. 

Muara Sabak,    Oktober  2021 

Kepala Bappeda 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

 

 
 

Drs. ALI FAHRUDDIN, M.PA 
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BAB I 
Pendahuluan 
 

1.1 Latar Belakang  

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala 

Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta 

memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) . 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah 

sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan 

tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu pelaksanaan otonomi daerah harus 

terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintah yang lebih tinggi dengan tidak 

melupakan nilai kekhasan suatu daerah. 

Dokumen RPJMD ditinjau dari proses menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu 

pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan 

perpaduan antara Bottom-Up dengan Top Down Planning. Pendekatan teknokratis dalam 

perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk 

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif merupakan proses 

penyusunan RPJMD yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan 

masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan disemua tahapan 
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perencanaan, hal ini bertujuan agar RPJMD dapat menjadi refleksi dari perencanaan yang 

diinginkan dan dibutuhkan masyarakat. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan 

RPJMD mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas 

bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pendekatan perencanaan 

pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan 

perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah di tingkat kabupaten 

sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional 

dan rencana pembangunan daerah. Melalui RPJMD diharapkan Rencana Strategis (RENSTRA) 

Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan lebih terarah dan 

disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta kebutuhan masyarakat. 

Dokumen RPJMD ditinjau dari substansinya menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu 

pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Pendekatan 

holistik-tematik merupakan penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang 

relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas. Pendekatan integratif merupakan 

keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran 

prioritas nasional dan pendekatan spasial merupakan kegiatan prioritas yang direncanakan 

berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses 

integrasi dan pemantauan kegiatan dilapangan.  

Periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

Tahun 2016-2021 telah berakhir. Periode pembangunan jangka menengah daerah selanjutnya 

Tahun 2021-2026 dimulai sejak dilantiknya kembali Bupati Tanjung Jabung Timur H. Romi 

Hariyanto, SE dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur H. Robby Nahliansyah, SH 

pada tanggal 26 April 2021. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Dearah (RPJMD) Tahun 2021-2026 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil 

Bupati dilantik. 

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 merupakan  tahap 

pembangunan  jangka  menengah  keempat  pada  periode  RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur Tahun 2005-2025. RPJMD Tahun 2021-2026 juga merupakan tahap lanjutan dari RPJMD 

Tahun 2016-2021 dengan tetap pada  Visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
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tahun 2021-2026 adalah “Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (MERAKYAT)”. Dalam rangka 

mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi yaitu: 1) Mewujudkan 

Masyarakat Sejahtera yang bertumpu pada Sektor Pertanian dan Perikanan; 2) Membangun 

Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing; 3) Meningkatkan Investasi Daerah yang 

Kompetitif dan Lestari; dan 4) Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan 

Publik dalam Tatanan Kehidupan yang Nyaman dan Harmonis. Penjelasan Visi dan Misi ini akan 

diuraikan secara rinci pada Bab-bab berikutnya dalam dokumen ini. 

RPJMD   Kabupaten Tanjung Jabung Timur   juga   merupakan   satu   kesatuan 

perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga 

berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan memperhatikan arah kebijakan pembangunan  

jangka  panjang nasional. Perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur dalam lima tahun kedepan adalah juga untuk mendukung pada 

pencapaian target pembangunan nasional.  

1.2 Landasan Hukum 

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 menggunakan sejumlah peraturan sebagai 

rujukan sebagai berikut : 

A.  Peraturan Perundangan yang berlaku 

1. Landasan idiil dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah Pancasila, dan  

2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945.  

B. Landasan operasional meliputi perundang-undangan/peraturan yang berkaitan langsung 

dengan perencanaan pembangunan daerah yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2020  Tentang Kebijakan Keuangan 

Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
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Disease 2019 (Covid-19)  dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses 

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6056); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6224); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 36); 

22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Jangka Panjang 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 10; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan 

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 459); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 
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Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 288); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 

2013 Nomor 10); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor  11 Tahun 

2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur        

Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 

Nomor 3). 

1.3 Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, RPJMD Kabupaten merupakan satu kesatuan yang utuh dari 

manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 

khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai 

dokumen perencanaan.  

Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai 

berikut : 

1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 merupakan rencana 

pembangunan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  (RPJPD) 

Tahun 2005-2025. RPJMD ini Selain menjabarkan, dan memuat visi, misi dan program 

prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 juga 

berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 - 2025. 
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2. RPJMD dan RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

RPJMD harus memperhatikan dan mempertimbangkan arahan, pola, dan struktur tata 

ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 

sebagai rujukan dalam menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan 

pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

3. RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

(Renstra PD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran 

teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam 

menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di 

bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur. 

4. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 setiap tahunnya dijabarkan 

ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan 

tahunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memuat program prioritas 

dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD merupakan bahan utama 

pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat 

desa/kelurahan dan kecamatan, hingga tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

5. RPJMD dengan RPJMN 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 merupakan 

penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025. RPJMN 2020 - 2024 
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menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan 

pembangunan.  

Visi, misi dan program yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024 menjadi bahan 

pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam 

menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan 

daerah dan pembangunan nasional. 

6. RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya 

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan 

dokumen perencanaan multi sektor, antara lain RAD Sustainable Development Goals 

(SDG’s), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

(RPKD). Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan juga dokumen 

perencanaan sektoral lainnya yang terkait. 

Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya 

akan terlihat dengan rinci bila dituangkan kedalam skematis. Adapun skematis yang 

dimaksud dapat terlihat pada Gambar I.1. 

 

Gambar I.1 

Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya  
Dalam Alur Perencanan dan Penganggaran 
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1.4 Maksud dan Tujuan 

1.4.1 Maksud 

Maksud dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun  2021 - 2026 adalah untuk memberikan gambaran 

umum  tentang  kondisi  Kabupaten  Tanjung Jabung Timur  dengan  menggunakan metoda dan 

pendekatan kerangka fikir secara ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan 

daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.  

1.4.2 Tujuan 

Tujuan  dari  penyusunan  dokumen  RPJMD  Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 

2021-2026 adalah: 

1.  Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan 

daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 (lima) tahun ke depan,  sehingga  

rencana  pembangunan  daerah  yang  telah  ditetapkan dapat terwujud;  

2.  Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 

pengawasan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun waktu 

2021-2026; 

3.  Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan 

sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan 

tindakan; 

4.  Mewujudkan  keseimbangan  lingkungan,  sosial,  dan  ekonomi  dalam pembangunan 

yang berkelanjutan; 

5.  Menjamin  terciptanya  integrasi,  sinkronisasi,  dan  sinergi  perencanaan pembangunan 

daerah antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan daerah sekitar, 

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; serta 

6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan 

berkelanjutan  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026  disusun dengan 

sistematika sebagai berikut : 
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Bab I       Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, 

maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD. 

Bab II     Gambaran Umum Kondisi Daerah 

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi 

gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan 

umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis 

daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan lima tahun kedepan. 

Bab III    Gambaran Keuangan Daerah 

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya  dan  

kerangka  pendanaan  untuk  pembangunan  lima tahun kedepan. 

Bab IV    Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah 

Pada  bab  ini  menguraikan  permasalahan  pembangunan  daerah terkait dengan 

permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis 

daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan 

hasil analisis data pada bab gambaran umum daerah. 

Bab V       Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh   Gubernur   dan   

Wakil   Gubernur   terpilih,   yang   kemudian dijabarkan secara operasional dalam 

tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai 

indikator kinerja dan targetnya.  

Bab VI    Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah 

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta 

arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program 

pembangunan daerah. 

Bab VII  Kerangka   Pendanaan   Pembangunan   dan   Program   Perangkat Daerah 

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh 

program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, 

target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggungjawab berdasarkan bidang 

urusan. 
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Bab VIII  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah, indikator 

kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja   penyelenggaraan   

pemerintahan   daerah   yang   ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah. 

Bab IX     Penutup 

Bab ini menguraikan tentang pentingnya RPJMD bagi pembangunan daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur lima tahun kedepan. 
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BAB II 

Gambaran Umum Kondisi Daerah 

 

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 

2.1.1. Aspek Geografis 

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdiri sejak tahun 1999 dengan ibukota Muara Sabak 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur  

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, 

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan luas 

wilayah 5.445,0 Km2.  

Dari keseluruhan luas wilayah tersebut sekitar 41,33 persen (225.047,6 Ha) merupakan 

kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Tahura, serta Kawasan TNB yang luasnya 

mencapai 138.242 Ha, sedangkan luas Kawasan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian seluas 

319.452,40 Ha (58,67 persen). Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031, luas Wilayah Administrasi Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur kurang lebih 8.507,70 Km2 yang terdiri dari daratan seluas 5.085,705 Km2 dan 

lautan atau perairan seluas 3.421,995 Km2. Disamping itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
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juga memiliki panjang pantai sekitar 191 Km atau 90,5 persen dari panjang pantai Provinsi 

Jambi. 

Apabila ditinjau dari sudut Kecamatan, wilayah terluas di Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur adalah Kecamatan Berbak yaitu meliputi 22,99% dari luas Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kuala Jambi yaitu sebesar 2,24%. 

Gambar II.1. 
Persentase Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurut Kecamatan 

 
                                                              Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021 

Wilayah administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbagi dalam 11 kecamatan, 20 

kelurahan, dan 73 desa, sebagaimana disajikan pada Tabel II.1. 

Tabel II.1. 
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

No Kecamatan 
Jumlah Jumlah Luas Kecamatan 

Kelurahan Desa Km2 (%) 

1. Mendahara 1 8 538,578 10,59 

2. Mendahara Ulu 1 6 554,226 10,90 

3. Geragai 1 8 556,303 10.94 

4. Dendang 1 6 381,516 7,50 

5. Muara Sabak Barat 7 0 277,469 5,46 

6. Muara Sabak Timur 2 10 388,059 7,63 
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No Kecamatan 
Jumlah Jumlah Luas Kecamatan 

Kelurahan Desa Km2 (%) 

7. Kuala Jambi 2 4 113,952 2,24 

8. Rantau Rasau 1 10 177,552 3,49 

9. Berbak 1 5 1.169,17 22,99 

10. Nipah Panjang 2 8 307,941 6,06 

11. Sadu 1 8 620,939 12,21 

 JUMLAH 20 73 5.085,705 100,00 

  Sumber :  Perda No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur 2011-2031 

 

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa rata-rata kecamatan di Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur memiliki 8 - 9 desa/kelurahan. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan 

kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak yaitu 10 desa dan 2 kelurahan. Sedangkan 

Kecamatan Kuala Jambi dan Berbak merupakan kecamatan yang paling sedikit memiliki 

desa/kelurahan yaitu masing-masing 4 desa 2 kelurahan dan 5 desa 1 kelurahan. Sebaran 

desa/kelurahan bisa sangat mempengaruhi berkaitan tingkat sebaran pelayanan administrasi 

pada masyarakat. Secara ideal, jangkauan pelayanan administrasi pada masyarakat harus 

sedekat mungkin berada di sekitar masyarakat. Namun tentu saja hal ini harus dikaitkan dengan 

tingkat sebaran dan tingkat kepadatan masyarakat pada suatu wilayah. 

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis 

Secara geografis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak antara 0°53´ Lintang Selatan 

sampai 1°41´ Lintang Utara dan antara 103°23´ - 104°31´ Bujur Timur. Disebelah Utara 

berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sementara di sebelah selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, disebelah timur berbatasan dengan 

Laut Cina Selatan, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat dan Kabupaten Muaro Jambi. 

2.1.1.3 Topografi 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagian secara topografi, seluruh kawasan 

mempunyai kelerengan antara 0 - 3 % (datar). Kondisi ini mempunyai drainase sangat 

terhambat sampai terhambat sehingga menjadi faktor kendala bagi pengembangan budidaya 

pertanian. Kawasan ini dapat dikembangkan sebagai kawasan pertanian dengan syarat input 
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drainase, yang berfungsi juga sebagai saluran irigasi karena adanya pengaruh arus pasang.  

Berdasarkan hasil studi serta pengukuran yang telah dilakukan sebelumnya, semua elevasi di 

daerah rawa-rawa sepanjang Sungai Batanghari dinyatakan dalam acuan ketinggian yang sama, 

yaitu dalam meter di atas Project Reference Level (M + PRL). Acuan ketinggian di kawasan 

perencanaan diambil dari ketinggian BM (Bench Mark) BK 63.  

2.1.1.4 Geologi 

Berdasarkan pada jenis batuan dan kesarangannya, maka akuifer di Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur dapat dikelompokkan menjadi dua sistem, yaitu: 

1. Sistem akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir. 

Sistem akuifer ini terdapat pada sedimen lepas, yaitu endapan alluvial dan rawa yang 

disusun oleh material lepas berukuran lempung sampai kerakal. Permeabilitas pada 

umumnya bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Material halus pada umumnya 

mempunyai kelulusan 10 - 5 s/d 10 - 2 m/h dan material kasar antara 10 - 1 s/d 10 - 2 m/h. 

Sebaran akuifer ini menempati daerah yang luas dengan ketebalan bervariasi mulai 5 s/d 

40 m. Dari kondisi tersebut akuifer ini termasuk kedalam akuifer produktif sedang. 

2. Sistem akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir dan rekahan. 

Sistem akuifer ini terjadi dari berbagai jenis batuan yang bersifat padu dan kurang padu, 

menempati sebagian kecil daerah penyelidikan. 

Batuan yang termasuk dalam sistem akuifer ini dapat dikelompokkan menjadi 2 akuifer 

sebagai berikut : 

 Satuan batuan vulkanik muda, terdiri atas breksi gunung api, lava, dan tufa bersusun 

andesit-basalt. Satuan ini berbentuk morfologi perbukitan bergelombang lemah 

dengan penyebaran terbatas meliputi daerah Geragai dan sekitarnya.  

 Formasi Muara Enim dan Formasi Air Benakat, terdiri atas batupasir, batulempung, 

serpih, batulanau dan napal. Dijumpai setempat-setempat dengan luas singkapan 

relatif sempit. 

2.1.1.5. Hidrologi 

Bentuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kecamatan Muara Sabak Timur, 

Rantau Rasau, Berbak, Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu) merupakan dataran landai. Wilayah 
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ini merupakan cekungan yang membentuk rawa belakang yang jenuh air sehingga air tidak 

dapat menembus tanah atau mengalir sebagai run off, sehingga air terjebak berupa rawa. Air 

permukaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi masalah terutama pada musim 

penghujan yang menggenangi areal permukiman dan lahan pertanian. Berdasarkan 

bentukwilayah tersebut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pola aliran permukaan air 

menjadikan daerah yang tergenang periodik dan selalu tergenang. Berdasarkan daerah 

tangkapan hujan atau Daerah Aliran Sungai (DAS), Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbagi 

atas 5 DAS, yaitu DAS Mendahara, DAS Lagan, DAS Batanghari, DAS Air Hitam dan DAS Benuh. 

DAS Batanghari mencakup seluruh Provinsi Jambi. Sungai ini merupakan sungai terbesar 

dan terpanjang di kawasan pantai timur. Dibagian hilir sungai bercabang dua yaitu Sungai 

Batanghari yang arahnya ke Muara Sabak dan cabang satu lagi yaitu Sungai Berbak mengarah 

ke Nipah Panjang. Sungai ini merupakan urat nadi transportasi di Provinsi Jambi maupun di 

kawasan pantai timur. 

Beberapa sungai besar lain yang mengalir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah 

Sungai Pemusiran, Sungai Sadu, Sungai Simpang Jelita, Sungai Simpang Datuk sedangkan 

berdasarkan geometrik sungai berbentuk meandering (berkelok-kelok) dan pada sepanjang 

kedua tanggulnya dimanfaatkan sebagai pemukiman dan lahan pertanian. 

A. Pasang Air Laut 

Tinggi muka air di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditentukan oleh pasang surut air 

laut, air pasang sepanjang pantai Selat Berhala dibedakan atas tipe pasang kecil dan pasang 

besar. 

- Pasang Kecil (Pasang perbani) 

- Pasang Besar (Pasang purnama) 

Tinggi muka air di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini ditentukan oleh pasang surut air 

laut. Selama pasang kecil (pasang perbani, neap-tide) pasang surut di kawasan perencanaan 

berpola semi diurnal, dengan 2 kali air pasang dan 2 kali air surut setiap harinya, sedangkan 

selama pasang besar (pasang purnama, spring-tide) pasang surut menjadi diurnal, dengan 

hanya satu kali pasang dan surut pada setiap hari. Perbedaan elevasi air tertinggi dan air 

terendah (tidal range) bervariasi antara 2 meter pada pasang kecil sampai 3,5 meter pada 
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pasang besar.Pada musim hujan, muka air rata-rata di muara sungai adalah 10 - 30 cm lebih 

tinggi dari muka air pada musim kemarau. Variasi musiman ini akan bertambah lebih tinggi dari 

muara ke hulu sungai. Berdasarkan tata air, kawasan perencanaan dapat dibedakan menjadi 

kawasan tergenang periodik dan tergenang terus-menerus. Sebagian besar wilayah di kawasan 

perencanaan merupakan kawasan yang tergenang terus-menerus. 

B. Fluktuasi Pasang Surut di Sungai dan Saluran 

Fluktuasi pasang surut di sungai berangsur-angsur melemah semakin jauh dari pantai. 

Elevasi air rendah harian bertambah, sedangkan elevasi air tinggi tidak banyak berpengaruh. 

Selama waktu aliran tinggi (banjir) di Sungai Batanghari hampir tidak ada fluktuasi pasang yang 

terjadi di sebelah hulu (Simpang). 

Tabel II.2. 
Tinggi Muka Air (dalam M + PRL) 

Sungai & 

Lokasi 

Jarak dr 

Muara 

Sungai 

Pasang 

Surut 

Musim Hujan Musim Kemarau 

Pasang Rata2 Surut Range Pasang Rata2 Surut Range 

Sungai Batanghari 

Pertemuan 

Berbak 

61 km Purnama 

Rata2 

Perbani 

+ 2,50 

+ 2,30 

+ 2,20 

+ 1,90 

+ 1,90 

+ 1,90 

+ 1,00 

+ 1,20 

+ 1,50 

+ 1,50 

+ 1,10 

+ 0,70 

+ 2,40 

+ 2,20 

+ 2,10 

+ 1,50 

+ 1,50 

+ 1,50 

+ 0,30 

+ 0,50 

+ 0,90 

+ 2,10 

+ 1,70 

+ 1,20 

Tinggi Banjir Maksimum : + 3,30 

Pertemuan 

Pamusiran 

41 km Purnama 

Rata2 

Perbani 

+ 2,50 

+ 2,30 

+ 2,20 

+ 1,60 

+ 1,60 

+ 1,60 

+ 0,20 

+ 0,50 

+ 1,00 

+ 2,30 

+ 1,80 

+ 1,20 

+ 2,40 

+ 2,20 

+ 2,10 

+ 1,30 

+ 1,30 

+ 1,30 

- 0,40 

- 0,10 

+ 0,50 

+ 2,80 

+ 2,30 

+ 1,60 

Tinggi Banjir Maksimum : + 3,10 

Sungai Pamusiran 

Pamusiran 

AWLR 

31 km Purnama 

Rata2 

Perbani 

+ 2,30 

+ 2,20 

+ 2,10 

+ 1,50 

+ 1,50 

+ 1,50 

+ 0,00 

+ 0,30 

+ 1,80 

+ 2,30 

+ 1,90 

+ 1,30 

+ 2,20 

+ 2,00 

+ 1,90 

+ 1,20 

+ 1,20 

+ 1,20 

- 0,60 

- 0,30 

+ 0,30 

+ 2,80 

+ 2,30 

+ 1,60 

Tinggi Banjir Maksimum : + 2,80 

Sungai Berbak 

Nipah 

Panjang 

0 km Purnama 

Rata2 

Perbani 

+ 2,50 

+ 2,30 

+ 2,20 

+ 1,30 

+ 1,30 

+ 1,30 

- 0,80 

- 0,40 

+ 0,30 

+ 3,30 

+ 2,70 

+ 1,90 

+ 2,40 

+ 2,20 

+ 2,10 

+ 1,10 

+ 1,10 

+ 1,10 

- 0,10 

- 0,70 

+ 0,00 

+ 3,50 

+ 2,90 

+ 2,10 

 Sumber :  RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur 2011 - 2031 

C. Kualitas Air dan Rembesan Air Laut 

Selama musim kemarau, rembesan air laut mencapai areal Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur melalui Sungai Berbak, Sungai Batanghari, dan Sungai Pemusiran serta saluran-saluran 

drainase/irigasi. Selama hal tersebut berlangsung, air tidak dapat dipergunakan untuk air 
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minum atau untuk air tanaman tetapi air asin tidak berbahaya untuk tanaman yang tidak 

diirigasi dan juga tidak mempengaruhi air tanaman. Akibat pencucian dan drainase lahan, 

kualitas air saluran menjadi asam dan berwarna hitam, khususnya di awal musim hujan antara 

bulan September - Oktober. Air ini kurang cocok untuk keperluan air minum dan juga tidak baik 

dipakai untuk irigasi tanaman. 

2.1.1.6. Klimatologi  

Iklim merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh cukup besar terhadap berhasil 

tidaknya pembangunan. Kondisi iklim secara makro sangat sulit untuk dikendalikan 

karakteristiknya, karena dipengaruhi oleh letak geografis dan bentuk kawasan. Dalam hal ini 

kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi iklim setempat. 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan 

tahunan berkisar antara 2.000 - 3.000 milimeter per tahun. Pada Tahun 2019 Suhu udara rata-

rata sebesar 27,324˚ Celsius dengan Suhu Maksimum sebesar 28,246° Celsius pada bulan Mei 

dan Suhu Minimun sebesar 26,596° Celsius pada bulan April. Curah Hujan rata-rata sebesar 

162,6 mm per tahun. Curah Hujan maksimum sebesar 319 mm pada bulan maret dan minimun 

sebesar 45 mm pada bulan Juli. Kondisi Suhu dan Curah Hujan di Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar II.2. 
Kondisi Suhu Udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

  
           Sumber : BPS, Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2021 
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Gambar II.3. 
Kondisi Curah Hujan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

 
        Sumber : BPS, Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2020 

2.1.1.7. Penggunaan Lahan 

Dari analisa yang dilakukan dengan menggunakan SIG (interpretasi citra satelit), maka 

diperoleh penggunaan lahan pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut. 

Gambar II.4. 

Peta Guna Lahan Kab. Tanjung Jabung Timur 

                                   Sumber : Laporan Akhir Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019 
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Tabel II.3 
Penggunaan Lahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

 

 
            Sumber : Laporan Akhir Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019 (data diolah) 

 

2.1.1.8.Peruntukan Lahan 

 Peruntukan lahan adalah tingkat kecocokan dari sebidang lahan untuk suatu kegiatan 

atau penggunaan tertentu yang lebih spesifik dari kemampuan lahan. Peruntukan lahan di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas kawasan 

peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. 

A. Rencana Kawasan Peruntukan Lindung 

Rencana kawasan peruntukan lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, didistribusikan 

untuk fungsi sebagai berikut : 

a. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya : 

berupa kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 23.693 hektar terdapat di 

Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Geragai, Kecamatan Mendahara Ulu dan 

Kecamatan Dendang. 

 

 

 

Hutan 

Belukar

Hutan 

Gambut
hutan lebat

Hutan 

Sejenis 

Alam

Hutan 

Sejenis 

Buatan

Perkebuna

n 

Campuran

Perkebunan Sawah Tegalan
Semak 

Belukar

Lahan 

Kosong

1 Mendahara Ulu 2.807,48     17.527,01 -                    3.254,61     329,09        12,63          29.956,79   992,21       93,91        2.285,41    1.308,80 173,61        58.741,55      

2 Geragai 4.402,33     3.645,16   -                    4.112,09     15.026,40  1.141,49     5.098,31     1.322,34   8.991,11   5.622,74    -               249,75        49.611,72      

3 Kuala Jambi -                   -                 -                    966,69        -                  -                   9.150,82     543,32       -                 46,08          -               271,12        10.978,03      

4 Mendahara 281,89        4.483,85   -                    4.585,92     4.376,10    -                   31.724,33   361,16       -                 3.475,10    -               770,69        50.059,04      

5 Dendang 18.585,89   1.291,91   -                    -                   -                  -                   2.677,83     7.749,58   -                 2.631,09    -               876,11        33.812,41      

6 Muara Sabak Barat 7.849,98     -                 -                    675,81        961,92        116,36        12.198,11   1.985,57   -                 3.751,75    -               733,13        28.272,62      

7 Muara Sabak Timur -                   -                 -                    2.170,84     -                  1.201,89     23.826,91   9.255,10   -                 2.611,54    -               437,82        39.504,10      

8 Rantau Rasau 0,63             -                 -                    -                   -                  441,31        4.366,06     12.465,99 -                 1.892,72    -               395,68        19.562,39      

9 Berbak 4.211,45     1.302,40   82.339,54   -                   -                  443,52        13.383,75   6.339,78   -                 3.256,19    -               363,54        111.640,17    

10 Nipah Panjang 2.892,90     -                 -                    2.568,73     -                  -                   12.958,04   6.005,96   -                 3.975,21    -               168,38        28.569,22      

11 Sadu 85,84           1.527,44   18.377,32   2.218,74     -                  -                   31.421,23   3.174,21   -                 3.843,47    -               120,81        60.769,06      

41.118,39   29.777,77 100.716,86 20.553,43  20.693,51  3.357,20    176.762,18 50.195,22 9.085,02   33.391,30  1.308,80 4.560,64     491.520,31    

4.560,64    491.520,31   

Total

34.700,10                     
Jumlah/Total

212.859,96                                                                                             

Penggunaan Lahan (Ha)

No Kecamatan

Sawah

180.119,38                       59.280,24                      

Hutan Perkebunan Tanah Kosong

Permukima

n
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b. Kawasan perlindungan setempat : 

1. Kawasan sempadan pantai dengan luas kurang lebih 999 hektar meliputi 

Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, 

Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu.  

2. Kawasan sempadan sungai dengan luas kurang lebih 5.123 hektar meliputi Sungai 

Batang Hari, Sungai Batang Berbak, Sungai Mendahara, Sungai Pangkalan, Sungai 

Duri, Sungai Lagan, Sungai Pemusiran, Sungai Sadu, Sungai Simpang Jelita, Sungai 

Simpang Datuk, dan Sungai Air Hitam Laut.   

3. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.  

c. Kawasan konservasi 

1. Kawasan Suaka Alam (KSA) berupa Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur dengan 

luas kurang lebih 4.944 hektar terdapat di Kecamatan Mendahara, Kecamatan 

Muara Sabak Timur, Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Nipah Panjang.    

2. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) meliputi Taman Nasional Berbak Sembilang 

dengan luas kurang lebih 122.416 hektar terdapat di Kecamatan Berbak dan Sadu 

dan Taman Hutan Raya dengan luas kurang lebih 3.157 hektar terdapat di 

Kecamatan Berbak. 

3. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa Kawasan 

Konservasi Laut Daerah (KLDD) meliputi Reservat (Sinoran) sungai Sinoran di 

Kecamatan Mendahara dengan luas kurang lebih 100 hektar dan Reservat (Lembur 

lestari) kuala sunai Lambur Luar di Kecamatan Muara Sabak Timur dengan luas 

kurang lebih 100 hektar.  

B. Rencana Kawasan Budidaya 

Kawasan peruntukan budidaya terdiri atas : 

1. Kawasan Hutan Produksi berupa : 

a. Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 60.090 hektar meliputi 

Kecamatan Mendahara, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Mendahara Ulu, 

Kecamatan Geragai dan Kecamatan Dendang. 
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b. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luas kurang lebih 1.374 

hektar meliputi Kecamatan Mendahara Ulu dan Kecamatan Geragai. 

2. Kawasan Pertanian; 

Kawasan pertanian dengan luas kurang lebih 262.760 hektar meliputi fungsi sebagai 

berikut: 

a) Kawasan Tanaman Pangan,  

kawasan tanaman pangan ditetapkan dengan luas kurang lebih 43.872 hektar. 

b) Kawasan Hortikultura; 

Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 29.168 hektar. 

c) Kawasan Perkebunan;  

Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 188.358 hektar. 

3. Kawasan Perikanan; 

terdiri atas : kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budidaya dan prasarana 

perikanan. 

4. Kawasan Pertambangan dan Energi; 

kawasan pertambangan dan energi, terdiri atas : 

a. kawasan pertambangan mineral meliputi kawasan pertambangan mineral bukan 

logam dan atau batuan terdapat di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan 

Muara Sabak Timur, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Geragai, Kecamatan 

Berbak, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Dendang. 

b. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di seluruh Kecamatan 

kecuali di Kecamatan Sadu.  

5. Kawasan Peruntukan Industri; 

a. Kawasan industri Kecamatan Sadu dengan luasi 4.134 hektar dan 

b. Kawasan industri Kecamatan Muara Sabak Barat seluas 1.672 hektar.  

6. Kawasan Pariwisata; 

a. Kawasan Wisata Alam. 

 Kawasan wisata alam meliputi : 
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 1.  Kawasan Prioritas Pariwisata Daerah (KPPD),  meliputi :  

1.    Sadu dan Sekitarnya; 

2.    Komplek perkantoran Muara Sabak Barat; 

3.    Nipah Panjang dan sekitarnya; 

4.    Teluk Majelis dan sekitarnya;  

2. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD), meliputi : 

1.    Sungai Batanghari dan sekitarnya; 

2.    Berbak dan sekitarnya. 

3.  kawasan Taman Nasional Berbak di Kecamatan Berbak dan Kecamatan Sadu. 

b. Kawasan Wisata Religi meliputi: 

1. Makam Rangkayo Pingai dan Makam Rangkayo Hitam di Kecamatan Berbak; 

2. Makam Habib Salim di Kecamatan Muara Sabak Barat; 

3. Makam Naga Ukir di Kecamatan Muara Sabak Barat; 

4. Makam Syekh  Johor di Kecamatan Kuala Jambi;  

5. Makam Siti Hawa di Kecamatan Rantau Rasau; dan 

6.  Makam Datuk Dendang di Kecamatan Muara Sabak Barat.  

c. Kawasan Wisata Budaya meliputi: 

1. kawasan wisata mandi safar Kecamatan Sadu dan Kecamatan Nipah Panjang; 

2. Mandi Air Masin di Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Kuala Jambi dan 

Kecamatan Muara Sabak Timur; dan 

3. Makan dikelung di Kecamatan Muara Sabak Timur dan Kecamatan Kuala Jambi. 

7. Kawasan permukiman dengan luas kurang lebih 12.496 hektar, terdiri atas : 

a. Kawasan permukiman perkotaan yang berada diseluruh Kecamatan ; dan 

b. Kawasan permukiman perdesaan yang berada diseluruh Kecamatan. 

2.1.1.9.Potensi Pengembangan Wilayah 

Kawasan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi kawasan yang memiliki 

nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan pendayagunaan sumberdaya alam dan atau 

teknologi tinggi. 
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A. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi  

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi: 

1. Kawasan Pelabuhan dan Perindustrian Muara Sabak; 

2. Kawasan Pelabuhan dan Perindustrian Kecamatan Sadu; 

3. Kawasan Agropolitan Rantau Rasau dan sekitarnya; 

4. Kawasan pengolahan industri hasil tambang minyak dan gas Geragai di Kecamatan 

Geragai; 

5. Kawasan Minapolitan Nipah Panjang dan sekitarnya;  

7. Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Geragai.  

 

2.1.1.10. Wilayah Rawan Bencana 

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, 

klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk 

jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai 

kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 

Berdasarkan data dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RTRW Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur Tahun 2017, daerah rawan bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur  sebagai 

berikut : 

1. Kawasan rawan bencana banjir yang lokasinya terletak di Kecamatan Sadu, Kecamatan 

Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak 

Timur, Kecamatan Berbak dan Kecamatan Rantau Rasau. 

2. Kawasan rawan bencana kebakaran yang lokasinya terletak di Kecamatan Sadu, 

Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan 

Muara Sabak Timur, Kecamatan Geragai, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Dendang, 

Kecamatan Berbak dan Kecamatan Mendahara Ulu. 

3. Kawasan rawan bencana gelombang pasang yang lokasinya terletak di Kecamatan Sadu, 

Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan 

Muara Sabak Timur dan Kecamatan Muara Sabak Barat. 
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4. Kawasan rawan bencana puting beliung yang lokasinya terletak di Kecamatan Sadu, 

Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Berbak dan Kecamatan 

Kuala Jambi. 

2.1.2. Aspek Demografis 

Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 bertambah sebanyak 

9.828 jiwa dari 219.985 jiwa pada tahun 2019 menjadi 229.813 jiwa pada tahun 2020 atau 

dengan laju pertumbuhan 1,1 %. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata tahun 2019 sebesar 45 

jiwa/km2 dan sex ratio 104,33.  

Dari data pada tabel II.4 dapat diketahui bahwa kepadatan tertinggi di kecamatan 

Rantau Rasau, hal ini karena memang jumlah penduduknya yang relatif besar dan mempunyai 

luas wilayah relatif kecil bila dibanding kecamatan lain. Kecamatan Muara Sabak Timur 

merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir 

sama. 

Tabel II.4. 
Jumlah  Penduduk dan Kepadatan Dirinci  per Kecamatan Tahun 2019 dan 2020 

Kecamatan 

2019 2020 

Σ Penduduk SR (%) 
Kepadatan 
(jiwa/km2) 

Σ Penduduk SR (%) 
Kepadatan 
(jiwa/km2) 

Mendahara 26.443 104,22 29,01 26.675 104,23 50,00 

Mendahara Ulu 19.001 112,87 49,83 16.676 108,14 30,00 

Geragai 23.435 113,53 82,13 26.202 105,82 47,00 

Dendang 15.078 103,76 31,53 16.485 103,95 43,00 

Ma Sabak Barat 18.092 105,31 71,86 21.409 103,22 77,00 

Ma Sabak Timur 31.475 101,13 76,72 32.606 102,36 84,00 

Kuala Jambi 14.755 102,82 122,43 14.485 106,54 127,00 

Rantau Rasau 23.831 104,86 66,92 24.780 103,52 140,00 

Berbak 9.939 104,89 51,11 10.591 106,45 9,00 

Nipah 25.660 102,22 109,33 26.503 102,48 86,00 

Sadu 12.276 105,9 6,74 13.401 105,35 22,00 

Jumlah 219.985 105,36 40,4 229.813 104,33 45,00 

  Sumber :  BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021 

Dari tabel diatas terlihat dimana kepadatan penduduk pada tahun 2020 (45/Km2) 

meningkat dari tahun 2019 (40,4 Km2). Tahun 2020, tingkat kepadatan penduduk terbesar 
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berada di Kecamatan Rantau Rasau yaitu sebesar 140/Km2,sementara tingkat kepadatan 

penduduk terkecil berada di Kecamatan Berbak sebesar 9/ Km2. 

Selanjutnya, struktur usia penduduk menunjukkan sebaran penduduk berdasarkan 

kelompok usianya yang secara garis besar terbagi kedalam tiga kelompok yaitu usia belum 

produktif, usia produktif dan usia tidak produktif (usia lanjut). Kelompok usia belum produktif 

adalah penduduk berusia 0 - 14 tahun yang jumlahnya mencapai 55.654 jiwa atau sekitar 24,22 

persen dari total jumlah penduduk. Kelompok penduduk usia produktif adalah penduduk yang 

termasuk ke dalam usia kerja yaitu berumur 15 - 64 tahun. Kelompok usia ini merupakan tulang 

punggung perekonomian yang secara produktif melakukan aktivitas ekonomi untuk 

memperoleh pendapatan. Jumlah penduduk kelompok usia ini mencapai 159.877 jiwa atau 

69,57 persen dari total jumlah penduduk. Selanjutnya Kelompok usia tidak produktif yaitu yang 

berumur dari 65 - 75+ mencapai 14.282 Jiwa atau sebesar 6,21 persen dari total jumlah 

penduduk. Pengelompokan umur penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 

berdasarkan jenis kelamin dan rasionya disajikan pada Tabel II.5. 

Tabel  II.5. 
Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur  

Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2020 

                    Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 

KELOMPOK UMUR 

(TAHUN)
LAKI-LAKI  PEREMPUAN JUMLAH

RASIO JENIS 

KELAMIN

0 - 4 8.896                    8.804                    17.700                 101,04            

5 - 9 9.665                    9.473                    19.138                 102,03            

10 - 14 9.620                    9.196                    18.816                 104,61            

15 - 19 9.650                    9.257                    18.907                 104,25            

20 - 24 9.978                    9.576                    19.554                 104,20            

25 - 29 9.613                    9.219                    18.832                 104,27            

30 - 34 9.911                    9.620                    19.531                 103,02            

35 - 39 9.810                    9.099                    18.909                 107,81            

40 - 44 8.895                    8.557                    17.452                 103,95            

45 - 49 7.922                    7.614                    15.536                 104,05            

50 - 54 6.648                    6.286                    12.934                 105,76            

55 - 59 5.392                    4.986                    10.378                 108,14            

60 - 64 4.031                    3.813                    7.844                   105,72            

65 - 69 2.989                    2.824                    5.813                   105,84            

70 - 74 2.023                    2.063                    4.086                   98,06               

75+ 2.302                    2.081                    4.383                   110,62            

117.345               112.468                229.813               104,34            
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Angka-angka di atas menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur mayoritas masih berada pada usia muda. Proporsi penduduk usia sekolah (5 - 19 

tahun) mencapai 24,74 persen dari total jumlah penduduk. Bila ditambahkan dengan penduduk 

usia pendidikan tinggi (20 - 24 tahun) jumlahnya mencapai 76.415 jiwa atau sebesar 33,25 

persen dari total jumlah penduduk. Hal ini berimplikasi pada perlunya penyediaan fasilitas 

pendidikan dan pelatihan secara lebih memadai dengan kualitas yang relatif lebih baik untuk 

menjamin kualitas pendidikan kelompok generasi muda. 

Untuk melihat Gambaran komposisi umur lima tahunan penduduk Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur Tahun 2020, dapat dilihat pada Gambar II.5. 

Gambar II.5. 
Piramida Penduduk Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 

 
   Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 

Piramida penduduk secara umum terdiri dari tiga bentuk yaitu: (1) Expansive, bila 

sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur termuda. Bentuk piramidanya melebar 

kebawah dan semakin keatas semakin menyempit; (2) Constructive, bila penduduk yang berada 

pada kelompok umur termuda jumlahnya sedikit, pada umur pertengahan lebih banyak dan 

semakin sedikit pada umur-umur diatasnya. Bentuk piramidanya menyempit pada bagian 
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bawah, melebar bagian tengah dan kembali menyempit pada bagian-bagian ke atasnya; (3) 

Stationary, bila banyaknya penduduk dalam tiap kelompok umur hampir sama banyaknya, 

kecuali pada kelompok umur tertentu. Bentuk piramidanya lebih lurus dan hanya menyempit 

pada bagian puncaknya. 

Dari gambaran tersebut dapat dikemukakan bahwa bentuk piramida penduduk 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk kategori “expansive”. Dalam bentuk piramida ini 

akan adanya ledakan penduduk pada periode-periode mendatang terutama jika program 

keluarga berencana tidak terus diintensifkan dalam rangka penurunan angka kelahiran. Hal ini 

disebabkan angka kelahiran rendah pada periode-periode 15 tahun sebelumnya. Jumlah 

penduduk pada kelompok umur diatasnya terutama umur 15 - 29 tahun dimana pada kelompok 

perempuan masih relatif tinggi. Penduduk perempuan pada kelompok umur ini termasuk 

kelompok usia subur yang berpotensi pada peningkatan total kelahiran dan pertumbuhan 

penduduk tinggi. 

Distribusi penduduk menurut agama memperlihatkan bahwa pemeluk agama islam 

dengan jumlah terbesar merupakan mayoritas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jumlah 

terbesar berikutnya berturut turut Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha dan Hindu. 

Keragaman penganut agama ini memerlukan pembinaan untuk menumbuhkan rasa toleransi 

dan tenggang rasa antar pemeluk agama agar tidak muncul konflik yang berpotensi 

mengganggu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Gambaran 

komposisi Jumlah Penganut Agama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018, dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel II.6. 

Jumlah Penduduk menurut Penganut Agama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 

Kecamatan 
Agama 

Islam Protestan Katolik Hindu Budha Lainnya 

Mendahara 25.954              11  14  -  5             -  

Mendahara Ulu 16.955            479  -  -  -            -  

Geragai 20.764            103  653  1  3              -  

Dendang 19.534            155  200  2  4              -  

Muara Sabak Barat 8.871              29  261  -  -              -  

Muara Sabak Timur 39.451            245  8  -  -             -  
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Kecamatan 
Agama 

Islam Protestan Katolik Hindu Budha Lainnya 

Kuala Jambi 14.304                2  85  -  16            6  

Rantau Rasau 22.802            172  201  -  -             -  

Berbak 9.828              24  45  -  -              -  

Nipah Panjang 26.396              15  91  135  -              -  

Sadu 12.174              24  8  35  39             -  

Total 227.033        1.259  1.566  173  67            6  
         Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2019 

 

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari kesejahteraan, pemerataan ekonomi, 

kesejahteraan sosial dan seni budaya serta olahraga. 

2.2.1.  Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

Kondisi ekonomi daerah selain dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja 

makro pembangunan, dapat juga digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan 

penentuan kebijakan publik, serta prakiraan kondisi ekonomi dimasa yang akan datang. Kondisi 

ekonomi secara umum tercermin dari beberapa variabel ekonomi makro, seperti : 

pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 

selanjutnya indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah 

jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita.  

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi 

Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016-2019 mengalami 

tren peningkatan cukup signifikan, namun pada tahun 2020 mengalami pemerosotan yang 

cukup tajam. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi sebesar 2,65 persen meningkat menjadi 

3,07 persen pada tahun 2017, meningkat pada tahun 2018 menjadi 3,09 persen, meningkat 

kembali 4,25 persen pada tahun 2019. Pada akhir tahun 2019 pandemi Covid-19 melanda 

seluruh dunia yang dimulai dari Propinsi Wuhan di China dan mulai masuk ke Indonesia pada 

bulan Maret tahun 2020. Dampak pandemi Covid-19 yelah memaksa komunitas masyarakat 

Harus beradaptasi terhadap berbagai bentuk perubahan sosial Yang Diakibatkannya. Pola 

kehidupan sosial Pra-Pandemi harus dipaksa untuk menyesuaikan dengan standar protokol 

kesehatan menuju kenormalan baru atau New Normal. Pandemi Covid-19 ini sangat memukul 
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perekonomian Nasional termasuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pertumbuhan ekonomi 

merosot tajam dibawah nol persen yaitu minus 3,87 persen dan dibawah pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Jambi sebesar minus 0,46. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur tahun 2016 - 2020 disajikan pada Gambar II.6. 

Gambar II.6. 
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHK) Tahun 2016 - 2020 

 

                      Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021 

Berbeda dari tahun 2016 sampai dengan 2019, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang 

ditopang oleh 17 sektor, 8 sektor diantaranya tumbuh negatif. Pertumbuhan ekonomi secara 

berurutan dari yang tertinggi dicapai oleh kategori sebagai berikut : 1) Informasi dan 

Komunikasi sebesar 7,73 persen; 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang sebesar 6,81 persen; 3) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,13 persen; 4) 

Industri Pengolahan sebesar 5,18 persen; 5) Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,42 persen; 

6) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,01 persen; 7) 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,68 persen; 8) Industri Pengolahan sebesar 1,25 

persen; 9) Jasa Pendidikan sebesar 0,40 persen; 10) Konstruksi sebesar - 0,09 persen; 11) Real 

Estate sebesar - 0,18 persen; 12)  Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib sebesar  - 0,34 persen; 13) Jasa Perusahaan sebesar - 0,34 persen, 14) Transportasi dan 

Pergudangan sebesar - 1,25 persen, 15) Jasa lainnya sebesar -1, 52 persen dan 16) Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum sebesar - 7,24 persen dan 17) Pertambangan dan Penggalian 

2,65 
3,07 2,94 

4,21 

-3,87 

2016 2017 2018 2019 2020
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sebesar - 7,47 persen. Tabel II.7. menunjukkan laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan 

usaha pada periode tahun 2016 – 2020. 

Tabel II.7. 
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016 – 2020 

 Ketegori Uraian  2016   2017 2018  2019 2020  

1 2 3 4 5 6 7 

       

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 8,58 6,41 4,11 2,95 2,68 

B Pertambangan dan Penggalian  - 0,31 0,87 1,53 4,38 -7,47 

C Industri Pengolahan 1,08 1,93 4,35 0,28 1,25 

D Pengadaan Listrik dan Gas 5,26 2,00 4,43 3,42 5,18 

E 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

5,13 2,61 7,24 5,46 6,81 

F Konstruksi 6,54 13,32 5,79 7,54 -0,09 

G 
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 
Mobil dan Sepeda Motor 

12,61 7,19 6,01 6,19 3,01 

H Transportasi dan Pergudangan  7,74 6,17 4,66 5,20 -1,25 

I 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

10,29 10,54 8,11 2,44 -7,24 

J Informasi dan Komunikasi 9,91 7,69 9,46 7,69 7,73 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 8,95 5,40 1,24 3,85 3,42 

L Real Estate 8,23 8,81 8,48 9,13 -0,18 

M,N Jasa Perusahaan 7,67 5,32 4,51 3,33 -0,54 

O 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 

5,44 4,55 5,46 4,55 -0,34 

P Jasa Pendidikan 8,59 6,03 4,88 6,03 0,40 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,76 6,06 4,88 6,07 6,13 

R,S,T,U Jasa lainnya 7,83 5,37 6,67 4,11 -1,52 

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 2,65 3,07 2,94 4,25 -3,87 

           Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam Angka, 2021 

2.2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Untuk menunjukan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur 

perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan 

digunakan PDRB yang dihitung menurut harga berlaku (current price), hal ini karena PDRB atas 

dasar harga berlaku (PDRB ADHB) mengandung unsur inflasi makro. Sedangkan untuk 

menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun 

digunakan PDRB yang dihitung menurut harga konstan (PDRB ADHK) yang lebih 

menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan 

ekonomi daerah. 
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PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dihitung menurut harga berlaku yang 

digunakan untuk menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan 

harga pada tahun berjalan yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan sumber daya 

ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara PDRB dasar harga 

konstan dihasilkan menggunakan harga tahun dasar yang tetap, yakni harga tahun dasar 

tertentu yang dipilih dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara riil dari 

tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020 dalam dokumen ini menggunakan tahun 

dasar 2010.    

Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut 

lapangan usaha pada tahun 2020 mengalami penurunan dari Tahun 2019, begitu juga dengan 

PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menurut lapangan usaha yang mengalami penurunan 

pada periode yang sama. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku 

tahun 2020 menurut lapangan usaha dalam satuan milyar sebesar Rp  24.681,55  turun sebesar 

Rp. 5.181,61 menjadi Rp. 19.499,94 pada Tahun 2020. Sedangkan PDRB atas dasar harga 

konstan menurut lapangan usaha dalam satuan milyar Tahun 2019 sebesar Rp. 17.967,59 

menurun sebesar Rp. 694,5 pada tahun 2020 yang sebesar Rp. 17.273,09. Nilai PDRB tersebut 

diatas dalam satuan milyar rupiah. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 

tersaji pada Gambar II.7. 

 
Gambar II.7. 

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB - ADHK) dengan Migas Tahun 2016 - 2020 

 
                   Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021 (diolah) 
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2.2.1.3. Struktur Ekonomi  

Peranan/kontribusi sektor lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi yang 

terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan 

besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. 

Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari 

masing-masing sektor lapangan usaha. 

Struktur  perekonomian  sebagian  masyarakat  di Kabupaten Tanjung  Jabung  Timur  

pada Tahun 2017 – 2020 didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha, diantaranya pertanian, 

kehutanan, dan perikanan; pertambangan  dan  penggalian; Industri pengolahan; konstruksi; 

serta perdagangan  besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini dapat dilihat 

dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

Pada Tahun 2020 struktur ekonomi masih mengandalkan sektor  pertambangan  dan  

penggalian  sebesar  35,3 persen (angka ini turun dari 50,13 pada Tahun 2019), urutan kedua 

yaitu kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 24,27 persen (naik dari 18,33 

persen pada Tahun 2019), urutan ketiga yaitu kategori  perdagangan  besar dan eceran; 

reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,2 persen (naik dari 7,35 persen pada Tahun 2019), 

urutan keempat  yaitu kategori  Industri Pengolahan sebesar 9 persen (naik dari 7,04 persen 

pada Tahun 2019), dan urutan kelima yaitu kategori konstruksi sebesar 5,88 persen (naik dari 

4,55 persen pada Tahun 2019).  

Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi;  serta 

perdagangan  besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memiliki peranan yang 

cenderung meningkat. Peranan kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sempat 

meningkat pada tahun 2018 namun mengalami penurunan pada Tahun 2019 dan 2020. 

Sedangkan kategori lapangan usaha Industri pengolahan pada tahun 2016-2019 peranannya 

cukup stabil pada angka 7-8 persen dan meningkat menjadi 9 persen pada tahun 2020. Gambar 

II.5 dan Tabel II.8.  menunjukkan struktur ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur Tahun 2020 dan peranan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur Tahun 2016-2020. 
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Gambar II.8. 
Struktur Ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 

 
               Sumber : BPS, PDRB Kab. Tanjung Jabung Timur menurut lapagan usaha, 2021. 

 

Tabel II.8. 
peranan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020 

 Ketegori Uraian  2016   2017 2018  2019  2020  

1 2 3 4 5 6 7 

       

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 20,16 19,17 17,76 18,31 24,27 

B Pertambangan dan Penggalian  48,27 49,39 52,20 50,16 35,30 

C Industri Pengolahan 7,90 7,71 7,16 7,04 9,00 

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

E 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 

F Konstruksi 4,25 4,37 4,24 4,55 5,88 

G 
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 
Mobil dan Sepeda Motor 

7,11 7,20 6,92 7,34 9,20 

H Transportasi dan Pergudangan  1,31 1,26 1,17 1,22 1,49 

I 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

0,37 0,39 0,37 0,39 0,45 

J Informasi dan Komunikasi 1,48 1,52 1,48 1,64 2,23 
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 Ketegori Uraian  2016   2017 2018  2019  2020  

K Jasa Keuangan dan Asuransi 0,86 0,83 0,76 0,80 1,06 

L Real Estate 0,59 0,59 0,58 0,62 0,80 

M,N Jasa Perusahaan 1,32 1,31 1,24 1,34 1,71 

O 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 

2,36 2,26 2,22 2,34 2,97 

P Jasa Pendidikan 3,14 3,14 3,04 3,32 4,37 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,52 0,52 0,50 0,54 0,78 

R,S,T,U Jasa lainnya 0,29 0,28 0,27 0,30 0,38 

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100 100 100 100 100 

          Sumber : BPS, PDRB Kab. Tanjung Jabung Timur menurut lapagan usaha, 2021 

 

2.2.1.4. PDRB per kapita 

Tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan angka 

PDRB Perkapita yaitu dengan cara nilai total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. 

Dengan cara ini dapat diketahui pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur pada tahun tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. 

Walaupun secara teoritis angka yang diperoleh merupakan indikator untuk melihat tingkat 

kesejahteraan suatu daerah, namun dari angka ini belum dapat melihat tingkat pemerataan 

pendapatan penduduk daerah tersebut. 

Sama halnya dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB perkapita Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur baik ADHB maupun ADHK mengalami pertumbuhan positif diperiode 2015-2019, 

namun mengalami kontraksi dan melemah pada Tahun 2020.  Pada Tahun 2020 PDRB Perkapita 

ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 84.851.336,00 mengalami penurunan bila 

dibandingkan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 112.262.791 atau melemah sebesar minus 24,37 

persen, begitu juga dengan PDRB perkapita ADHK juga mengalami pelemahan sebesar minus 

7,98 persen pada Tahun 2020 atau sebesar Rp. 75.161.501,00 Yang perlu menjadi perhatian 

adalah PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah 

penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, 

upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan. PDRB per kapita di Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur periode Tahun 2016 - 2020 disajikan pada Gambar II.9. dan untuk grafik laju 

pertumbuhan PDRB per kapita Tahun 2016 - 2020 tersaji pada Gambar II.10. 
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Gambar II.9. 

PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2016 – 2020 

 

                        Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka,  2020.  

Gambar II.10. 

Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Tahun 2016 - 2020 (persen) 

                  Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka,  2021. 

2.2.1.5. Inflasi 

Salah satu indikator untuk mengukur stabilitas ekonomi adalah laju inflasi, yang 

menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum dan diukur dengan 

perkembangan indeks harga konsumen. Tingkat inflasi yang tinggi secara terus menerus akan 

dapat menimbulkan stagflasi, dimana kegiatan sektor-sektor ekonomi menjadi terhenti. 
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Sebaliknya jika inflasi terus menerus rendah (deflasi) akan dapat menimbulkan resesi ekonomi. 

Sehingga untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap berada pada satu titik yang diharapkan 

menjadi permasalahan yang terus berkembang. Tingkat Inflasi Kota Jambi dijadikan sebagai 

acuan inflasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

Tabel II.9. 
Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, Year on Year,  Kota Jambi Tahun 2016 - 2020 

 

NO INFLASI 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Desember 0,36 1,52 0,98 0,38 0,72 

2 Desember (Tahun Kalender) 4,54 2,61 3,02 1,27 3,09 

3 
Desember terhadap Desember (year on 
year) 

4,54 2,68 3,02 1,27 3,09 

    Sumber : BPS Provinsi Jambi,  2021 

2.2.1.6. Indeks Gini (Gini Ratio) 

Indeks Gini merupakan angka yang digunakan untuk mengatur ketimpangan 

pendapatan daerah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana semakin 

mendekati 0 semakin menunjukkan pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. 

Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2016-2020 

menunjukkan angka yang Fluktuatif dan cenderung mendekati 0. Hal ini menggambarkan 

kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang cukup 

mengecil. Indek Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada posisi ketimpangan 

rendah menuju kearah ketimpangan yang hampir sempurna, akan tetapi perlu mendapat 

perhatian karena adanya trend naik sejak capaian pada Tahun 2016 yang sebesar 0,26 

dibanding Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang sebesar 0,29.  Data pada Tabel II.10. disajikan 

perkembangan Gini Rasio Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Tahun 2016 - 2020. 

Tabel II.10. 
Indeks Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 

NO INDIKATOR 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Gini Ratio 0,26 0,28 0,29 0,29 0,25 

         Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 
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2.2.1.7. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan masalah multi dimensional yang telah lama menjadi isu sentral. 

Secara umum kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomi memenuhi 

kebutuhan makanan dan non makanan. Saat ini Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas 

ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan 

perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani 

kehidupan secara bermartabat.  

Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak 

meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup 

dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan 

degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling 

berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat 

mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang 

yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan 

merupakan tantangan  global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.  

Penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun Tahun 2015 sampai 

dengan 2020 menunjukan tren angka menurun. Pada Tahun 2015 penduduk miskin berjumlah 

30.180 orang. Pada Tahun 2016 sampai dengan 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur menurun dengan jumlah 27.420 orang pada Tahun 2016,  27.220 orang pada 

Tahun 2017, 26.990 pada Tahun 2018, 25.350 pada Tahun 2019 dan 24.230 orang pada Tahun 

2020. 

Sementara pendapatan keluarga miskin pada Tahun 2015 berjumlah Rp. 301.563  

kemudian terus meningkat hingga pada Tahun 2020 menjadi Rp. 392.778. Grafik 

perkembangan antar waktu jumlah penduduk miskin dengan garis kemiskinan periode Tahun 

2015 - 2020 disajikan pada Gambar II.11. 
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Gambar II.11. 
Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk miskin Dengan Garis Kemiskinan  

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2020 

 
                                          Sumber : BPS, Statistik Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021. 

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk 

miskin. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat 

kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan 

penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan 

keparahan dari kemiskinan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman dan 

keparahan kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau Poverty Gap Index (P1) dan 

Indeks Keparahan Kemiskinan atau Distributionally Sensitive Index (P2) yang dirumuskan oleh 

Foster-Greer-Thorbec (FGT). P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-

masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 

menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. P2 

memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang 

semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum 

semakin kecil. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur disajikan pada Gambar II.12. 
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Gambar II.12. 
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan  

di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2020 

 

                     Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021 (diolah) 

Indeks kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berfluktuatif selama 

periode 2015 sampai dengan 2020. dimana pada Tahun 2015 P1 berada di posisi 1,98 persen 

kemudian pada Tahun 2017 meningkat menjadi 2,98 persen dan mengalami penurunan pada 

Tahun 2020 sebesar 1,45. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik dari 0,45 tahun 

2015 menjadi 1,05 pada Tahun 2017 dan menurun menjadi 0,31 pada Tahun 2020.  

2.2.2.  Fokus Kesejahteraan Sosial 

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia 

Pembangunan Manusia merupakan suatu proses manusia agar mampu memiliki 

pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik dan sebagainya yang lebih baik. Kemajuan 

pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan pencapaian kemajuan dibidang pendidikan, 

kesehatan dan ekonomi. 

UNDP menyempurnakan metode IPM dengan metode baru pada Tahun 2010. Adapun 

alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM metode baru adalah : 1)  

Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek 

huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat 

menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar 
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daerah sudah tinggi, sehingga  tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah 

dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu 

wilayah; 2) penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan 

bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi 

lain. 

IPM dengan Metode Baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat 

membedakan dengan baik (diskriminatif) : a) Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan 

angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan 

dan perubahan yang terjadi; b) PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan 

pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam 

menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian 

di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi 

harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. Gambar II.13. 

menunjukkan angka IPM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020. 

Gambar II.13. 
IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020 

 

                           Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021 

IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2016 berada di posisi angka 61,88 

kemudian terus mengalami peningkatan secara nyata tiap tahunnya hingga pada Tahun 2020 

menjadi 64,43. Rata-rata pertumbuhan Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Tanjung 
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Jabung Timur sebesar 1,01 persen, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2017 yaitu 

sebesar 1,18 persen dan terendah pada pada Tahun 2020 yaitu 0,80 persen. 

2.2.2.2. Angka melek huruf 

Angka melek huruf Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun belakangan ini 

cenderung naik setiap tahun. Jika pada Tahun 2016, angka melek huruf di Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur sebesar 97,75 persen meningkat menjadi sebesar 99,27 persen di Tahun 2020. 

Rata-rata pertumbuhan angka melek huruf Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 0,39 

persen, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun  2017 dan 2019 yaitu sebesar 0,40 persen 

dan terendah pada pada Tahun 2018 yaitu 0,36 persen. Gambar II.14. menunjukkan angka 

melek huruf dan pertumbuhannya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020. 
 

Gambar II.14. 
Angka Melek Huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020 

 
      Sumber : LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2021 (data diolah) 

2.2.2.3. Angka pendidikan yang ditamatkan 

Tingkat kelulusan SD/Sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2016 

sampai dengan 2017 mengalami peningkatan yaitu 99,59 persen Tahun 2016 meningkat 

menjadi 100 persen pada Tahun 2017 dan seterusnya stabil sampai tahun 2019 dengan capaian 

100 persen. Namun pada Tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 98,73 persen. Tingkat 
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kelulusan SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 tersaji pada 

Gambar II.15. 

Gambar II.15. 
Tingkat Kelulusan SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 

 
               Sumber : LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2021 

Tingkat kelulusan SMP/Sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode yang 

sama juga cenderung berfluktuasi. Kondisi ini tergambar dari tingkat kelulusan SMP/Sederajat 

sebesar 98,44 persen pada Tahun 2016, kemudian mencapai 100 persen pada Tahun 2017 

dan 2018, turun kembali menjadi 98 persen pada Tahun 2019 dan kembali meningkat pada 

Tahun 2020 menjadi 100 persen. Tingkat kelulusan SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 tersaji pada Gambar II.16. 
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Gambar II.16. 
Tingkat Kelulusan SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020 

 
                                        Sumber : LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2021 (data diolah) 

2.2.2.4. Angka Partisipasi Kasar 

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang 

bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai 

dengan jenjang pendidikan tersebut. Sesuai dengan konsep tersebut, APK untuk SD merupakan 

persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7 

- 12 tahun. Secara umum, Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengukur 

keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka 

memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan. Pencapaian Angka 

Partisipasi Kasar tingkat (APK) SD/Sederajat dalam kurun waktu Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat 

pada Gambar II.17. 

Gambar II.17. 
APK SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020 

                Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020 
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Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

cenderung menurun sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. Hal ini terlihat dari gambar 

II.17 dimana pada Tahun 2016 APK SD/Sederajat sebesar 112.33 persen mengalami penurunan 

menjadi 99,25 persen pada Tahun 2019, namun kembali meningkat pada Tahun 2020 menjadi 

108,29 persen. Rata-rata pertumbuhan minus 0,66 persen dengan pertumbuhan tertinggi pada 

Tahun 2020 sebesar 9,11 persen dan pertumbuhan terendah pada Tahun 2019 sebesar minus 

10,68 persen. 

APK SMP/Sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode Tahun 2016 - 2020 

berfluktuasi cenderung penurunan. Pada tahun 2016 APK SMP/Sederajat sebesar 97.83 persen 

mengalami penurunan menjadi sebesar 90,44 persen pada Tahun 2017 dan meningkat menjadi 

92,42 persen pada Tahun 2018. Pada Tahun 2019 APK SMP/Sederajat kembali mengalami 

penurunan menjadi 88,44 persen dan meningkat kembali pada Tahun 2020 menjadi 91,63 

persen. Rata-rata pertumbuhan pertahun dalam periode lima Tahun 2016-2020 sebesar minus 

1,52 persen. Angka Partisipasi Kasar tingkat (APK) SMP/Sederajat dalam kurun waktu Tahun 

2016 - 2020 dapat dilihat pada Gambar II.18. 

Gambar II.18. 
APK SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020 

 
Sumber : Statistik Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2019, LKPJ Bupati 2019 dan  Statistik Kesejahteraan 

Rakyat Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020 
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2.2.2.5. Angka Partisipasi Murni 

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia 

sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya 

terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai 

gambaran dalam hal ini adalah APM untuk tingkat SD/MI yang merupakan proporsi jumlah 

murid SD yang berusia 7 - 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 - 12 tahun. 

Angka Partisipasi Murni (APM) pada umumnya digunakan untuk melihat penduduk khususnya 

penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Dalam hal seluruh anak usia sekolah 

dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan mencapai 100 persen. Sebaliknya, jika 

hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan 

lebih kecil dari 100 persen. Sejalan dengan itu, nilai APM akan selalu lebih kecil dari 100 atau 

sama dengan 100. Gambar II.19. menunjukkan APM SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur pada periode Tahun 2016 - 2020. 

Gambar II.19. 
APM SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020 

 

Sumber : Statistik Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2019, LKPJ Bupati 2019 dan  Statistik Kesejahteraan Rakyat 
Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020. 

Capaian APM SD/Sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Tahun 2016 - 2020 

fluktuatif cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 

mengalami peningkatan dari sebesar 98,45 pada Tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 99,6 

persen pada Tahun 2018. Pada Tahun 2019 mengakami penurunan sebesar minus 4,44 persen 

menjadi 95,18 persen, namun kembali meningkat pada Tahun 2020 menjadi 99,18 persen. 
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Adapun laju pertumbuhan capaian APM SD/Sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 

5 tahun terakhir rata-rata sebesar 0,23 persen per tahun. 

Sedangkan capaian APM SMP/ Sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode 

yang sama mengalami fluktuasi cenderung menurun. Adapun capaian APM SMP/Sederajat 

sebesar 85,23 persen Tahun 2016 mengalami penurunan hingga Tahun 2019 menjadi sebesar 

80,73 persen. Pada Tahun 2020 kembali meningkat menjadi sebesar 81,87 persen. Laju 

pertumbuhan capaian APM SMP/Sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun 

dengan rata-rata minus 0,99 persen per tahun. APM SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur pada Tahun 2016 - 2020 disajikan pada Gambar II.20. 

Gambar II.20. 
APM SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020 

 

Sumber :  Statistik Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2019, LKPJ Bupati 2019 dan  Statistik Kesejahteraan Rakyat 
Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020 

                    

2.2.2.6. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 

Pada Periode Tahun 2016 - 2020, angka rata-rata lama sekolah di kabupaten Tanjung 

Jabung Timur terus mengalami kenaikan yaitu pada Tahun 2016 sebesar 6,32 tahun meningkat 

menjadi 6,70 tahun pada Tahun 2020. Peningkatan pertumbuhan angka rata-rata lama sekolah 

di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun Tahun 2016 – 2020 rata-rata sebesar  1,5 

persen setiap tahunnya. 

Rata-Rata peningkatan lama sekolah ini terhitung lambat sehingga diperlukan upaya yang 

tepat dan benar sehingga percepatan peningkatan lama sekolah bisa lebih baik. Upaya 
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percepatan ini juga perlu segera diimplementasikan karena lama sekolah yang hanya 6,7 tahun 

berarti rata-rata penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya sampai sekolah kelas 6 SD 

sampai 1 SLTP. 

Gambar II.21. 
Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 

 

                         Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 

2.2.2.7. Angka Harapan Lama Sekolah 

 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam 

tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. 

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Periode Tahun 

2016 – 2020 terus mengalami kenaikan yaitu pada Tahun 2016 sebesar 11,48 tahun meningkat 

menjadi 12,16 tahun pada Tahun 2020. Peningkatan persentase Angka Harapan Lama Sekolah 

di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun Tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan 

dengan rata-rata  1,45 persen setiap tahunnya. 

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2020 sebesar 

12,16 tahun. Artinya, secara rata-rata anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur usia 7 tahun 

yang masuk jenjang pendidikan formal pada Tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah 

selama 12,16 tahun atau setara dengan SLTA kelas 3 (menamatkan SLTA). 

 

 



RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026  II-38 

 

 

 

 

 

Gambar II.22. 
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 

                               Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 

 

2.2.2.8. Angka usia Harapan Hidup 

Angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan 

pada khususnya. Terdapat peningkatan pada angka harapan hidup penduduk Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur dari Tahun 2016 – 2020, dimana angka harapan hidup sebesar 65,56 

tahun pada Tahun 2016 meningkat menjadi 66,23 tahun pada Tahun 2020. Angka harapan 

hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Gambar II.23. 

Gambar II.23. 
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 

 
                                     Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 

 

 Angka Harapan Hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesehatan, ekonomi, 

budaya dan pendidikan masyarakat. Peran sektor kesehatan dalam pencapaian indikator Angka 
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Harapan Hidup melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat, 

penurunan angka kesakitan dan pelayanan kesehatan.  

2.2.2.9. Angka Kematian Ibu 

Kematian Ibu atau maternal adalah kematian wanita yang terjadi saat kehamilan, atau 

dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh apapun yang 

berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau 

penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau 

kebetulan. 

Angka kematian ibu menjadi salah satu indikator yang mendapat perhatian global dan 

menjadi salah satu indikator dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). 

Komitmen global menyepakati dalam SDGs untuk mengurangi  resiko angka kematian ibu 

hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. 

Perkembangan Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur  dari Tahun 

2016 – 2020 meskipun fluktuatif tetapi cenderung menurun. Pada Tahun 2016 jumlah kematian 

ibu sebanyak 8 kasus terus menurun menjadi 2 kasus pada Tahun 2019. Namun pada Tahun 

2020 kembali meningkat menjadi 8 kasus kematian ibu. 

Gambar II.24. 

Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020 

 

                      Sumber : LKPJ Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020 
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2.2.2.10. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Neonatal 

Angka kematian bayi adalah angka kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir 

sampai bayi belum tepat berusia satu tahun. Berbeda dengan Angka Kematian Bayi, pada Angka 

Kematian Neonatal kematian bayi yang terjadi saat bayi berumur tepat dan sebelum 28 hari. 

Target Sustainable Development Goals (SDGs) pada Tahun 2030 menghakhiri kematian bayi 

baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka 

kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 Kelahiran Hidup. Angka Kematian bayi dan 

Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar II.25. 

Angka Kematian Bayi per 1.000 KH di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020 

 

                                  Sumber : LKPJ Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 

Gambar II.26. 

Angka Kematian Neonatal per 1.000 KH di Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Tahun 2016 –2020 

 

           Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 
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Dari data diatas terlihat bahwa Angka Kematian Bayi dan Neonatal per 1.000 Kelahiran 

Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami fluktuasi cenderung meningkat. Pada 

Tahun 2017 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH mengalami penurunan dari 21,29 pada Tahun 

2016 menjadi 20,24, namun kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2018, 2019 dan 2020 

menjadi 21,93 , 22,17 dan 23,89. 

Angka Kematian Neonatal pada Tahun 2017 juga mengalami penurunan dari 21,29 

menjadi 20,24 kematian neonatal per 1.000 KH. Kemudian meningkat lagi pada Tahun 2018 

menjadi 21,65. Pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 21,63 kematian neonatal per 

1.000 KH dan meningkat kembali pada Tahun 2020 menjadi 23,89. 

 
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 

2.2.3.1. Jumlah grup kesenian 

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

mengalami peningkatan sejak Tahun 2016, hanya pada Tahun 2018 mengalami penurunan. 

Pada Tahun 2016 terdapat 58 grup kesenian per 10.000 penduduk kesenian per 10.000 

penduduk naik menjadi sebanyak 65 grup kesenian per 10.000 penduduk kesenian di Tahun 

2020. Gambar II.27. menunjukkan jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk di Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020. 

Gambar II.27. 
Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk 

di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020 

 
                                               Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2021 
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2.2.3.2. Jumlah klub olahraga 

Jumlah klub olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode Tahun 2016 - 

2020 mengalami penurunan, pada Tahun 2016 sampai dengan 2017 tidak mengalami 

perubahan sebanyak 96 klub olahraga dana mengalami penurunan pada Tahun 2018 dan 2019 

menjadi sebanyak 29 dan 32 klub olahraga, Tahun 2020 terdapat penambahan 2 klub olahraga 

baru sehingga total jumlah klub olahraga menjadi 34 klub sebagaimana yang ditunjukkan pada 

Gambar II.28. 

Gambar II.28. 
Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020 

 

                                                    Sumber :Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2021 

 
2.2.3.3. Jumlah gedung olahraga. 

Jumlah gedung olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode Tahun    

2016 - 2020 juga  mengalami fluktuasi seperti klub olahraga. Dimana pada Tahun 2016 dan 

2017 jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk adalah sebanyak 17 gedung, kemudian 

berkurang pada Tahun 2018 dan 2019 menjadi 15 gedung. Pada Tahun 2020 kembali  

bertambah menjadi 17 gedung. Data jumlah gedung olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur Tahun 2016 - 2021 disajikan pada Gambar II.29. 
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Gambar II.29. 
Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur  

Tahun 2016 - 2020 

 
          Sumber : LKPJ Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2020. 

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM 

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 

2.3.1.1. Pendidikan 

Fungsi pendidikan sangat strategis dan penting dalam upaya mewujudkan kemajuan dan 

peningkatan kemakmuran masyarakat, bahkan berkorelasi dengan upaya-upaya peningkatan 

kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Oleh karenanya, fungsi pendidikan merupakan 

salah satu prioritas urusan wajib yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. 

Rasio sekolah sekolah SD/Sederajat terhadap penduduk berusia 7 - 12 tahun di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang Tahun 2016 - 2020 mengalami fluktuatif 

cenderung menurun, dimulai pada Tahun 2016 mencapai 94,18 persen kemudian meningkat 

Tahun 2017 sebesar 94,93 persen, terjadi penurunan pada Tahun 2018 – 2020 menjadi sebesar 

94,27 persen, 84,39 persen dan 83,6 persen. Gambar II.22. menunjukkan rasio sekolah 

SD/Sederajat terhadap penduduk berusia 7 - 12 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

periode Tahun 2016 - 2020. 

Selanjutnya Rasio sekolah SMP/Sederajat terhadap penduduk 13 - 15 tahun juga 

cenderung mengalami penurunan pada Tahun 2016 sebesar 61,29 persen menurun pada 

Tahun 2017 menjadi sebesar 56,9 persen. Pada Tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 65,87 
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persen, namun kembali menurun pada Tahun 2019 dan 2020 menjadi 38, 49 persen dan 37,94 

persen. Gambar II.31. menunjukkan angka rasio sekolah SMP/Sederajat terhadap penduduk 

berusia 13 - 15 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020. 

Gambar II.30. 
Rasio Sekolah SD/Sederajat terhadap penduduk berusia 7 - 12 tahun 

Tahun 2016 – 2020 

                                         Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 

 
Gambar II.31. 

Rasio Sekolah SMP/Sederajat terhadap penduduk berusia 13 - 15 tahun 
Tahun 2016 – 2020 

 
                                 Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 
 

Rasio guru terhadap murid SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 

periode Tahun 2016 – 2020 diperoleh angka rata-rata sebesar 59,92 persen. Rasio guru 

terhadap murid SD/Sederajat periode Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar II.32. 
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Gambar II.32. 
Rasio Guru SD/Sederajat Terhadap Murid SD/Sederajat 
di Kabupaten Tanjung Jabung TimurTahun 2016 – 2020 

 
                       Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 
 

Sementara itu untuk rasio guru terhadap murid SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur sepanjang Tahun 2016 - 2020 diperoleh angka rata-rata sebesar 62,19 persen. 

Rasio guru terhadap murid SMP/Sederajat periode Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada 

Gambar II.33. 

Gambar II.33. 
Rasio guru SMP/Sederajat Terhadap Murid SMP/Sederajat 

di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 

 
                                                    Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020 
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2.3.1.2. Kesehatan 

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber 

daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras 

dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat 

bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. 

Keberadaan posyandu dimasyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat 

dibidang kesehatan. Keberadaan posyandu diharapkan dapat memacu tingkat kesehatan 

khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi. Melalui posyandu diharapkan dapat 

menekan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA) 

dengan sasaran Imunisasi, Pelayanan KIA, Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, 

perbaikan gizi masyarakat dan kesehatan lingkungan masyarakat. Perkembangan Jumlah 

posyandu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada Gambar berikut 

Gambar II.34. 
Perkembangan Jumlah Posyandu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020 

 

 
                  Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 

Dari data diatas terlihat jumlah posyandu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 

2016-2020 mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2016 jumlah posyandu sebanyak 277 

unit meningkat menjadi 290 unit pada Tahun 2020. 

Komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai upaya 

untuk mewujudkan kesehatan masyarakat diantaranya adalah peningkatan jumlah sarana dan 
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prasarana kesehatan. Jumlah puskesmas (termasuk perawatan) terus meningkat dari 14 unit 

pada Tahun 2004 menjadi 15 unit pada Tahun 2005, kemudian meningkat lagi menjadi 17 unit 

pada Tahun 2006. Dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2019 tidak ada penambahan 

Puskesmas di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur hal ini dikarenakan keterbatasan 

anggaran untuk penambahan unit Puskesmas namun selama Tahun 2020 dilakukan 

peningkatan kualitas   bangunan fisik Puskesmas yang sudah ada seperti kegiatan relokasi 

pembangunan Puskesmas Dendang, rehab Puskesmas Berbak, serta penimbunan lahan parkir 

Puskesmas Sungai Lokan, Puskesmas Lambur, Puskesmas Muara Sabak Barat dan Puskesmas 

Pangkal Duri. Dari 17 Puskesmas terdapat 10 Puskesmas yang berstatus Puskesmas dengan 

status rawat inap atau  puskesmas  perawatan .  Ratio puskesmas terhadap 100.000 penduduk 

tahun 2020 adalah 7,40. Ini berarti pada Tahun 2020 setiap 100.000 penduduk rata-rata 

dilayani 7 puskesmas. Disamping Puskesmas, masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan juga bisa melalui jaringan Puskesmas  yang  ada  dalam  wilayah  kerjanya  berupa  

Puskesmas  Pembantu, Polindes dan Poskesdes.  Selama  tahun  2020  terdapat  58  unit  

Puskesmas Pembantu,  31  unit Polindes, dan 23 unit Poskesdes.  Keberadaan unit jaringan 

Puskesmas ini untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan. Rasio Puskesmas dan jaringan Puskesmas terhadap 100.000 penduduk Tahun 2020 

dapat digambarkan seperti gambar berikut. 

Gambar II.35 

Ratio Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya Per 100.000 Penduduk 
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020* 

 
                   Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020. * angka sementara 
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Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah 

ketersediaan tenaga medis. Yang termasuk tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, 

dokter/dokter gigi spesialis. Kecukupan tenaga ini secara kualitas dan kuantitas akan 

memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. 

Gambar II.36 

Jumlah dan Ratio Dokter Umum Per 100.000 Penduduk 
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020 

 
                            Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020      * angka sementara 

Jumlah dokter umum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada periode Tahun 2016 – 

2020 berfluktuatif cenderung meningkat. Pada Tahun 2016 jumlah dokter umum sebanyak 27 

orang, menurun pada tahun 2017 menjadi sebanyak 23 orang. Pada Tahun 2018 sampai dengan 

2020 meningkat menjadi 25, 34 dan 45 orang. 

Rasio Dokter Umum pada periode  Tahun 2016 – 2020 juga berfluktuatif cenderung 

meningkat. Pada Tahun 2016 rasio dokter umum 12,54 per 100.000 penduduk menurun pada 

Tahun 2017 menjadi sebesar 10,6. Pada Tahun 2018 sampai dengan 2020 kembali meningkat 

menajadi sebesar 11,44, 15,5 dan 19,6 per 100.000 penduduk. 

Sama halnya dengan dokter umum, jumlah dan rasio Dokter Gigi per 100.000 penduduk 

pada periode 2016 – 2020 mengalami fluktuasi cenderung meningkat. Pada Tahun 2016 rasio 

dokter gigi sebesar 2,32 dengan jumlah sebanyak 5 orang, menurun pada Tahun 2017 menjadi 

sebesar 1,38 per 100.000 penduduk dengan jumlah sebanyak 3 orang. Pada Tahun 2018 
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meningkat sebesar 4,12 dengan jumlah 9 orang dan kembali menurun pada Tahun 2019 

menjadi sebesar 3,6 per 100.000 penduduk dengan jumlah 8 orang. Pada Tahun 2020 rasio 

dokter gigi per 100.000 penduduk kembali meningkat menjadi 4,8 dengan jumlah sebanyak 11 

orang.  

Gambar II.37 

Jumlah dan Ratio Dokter Gigi Per 100.000 Penduduk 
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020 

 

                           Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur,  2020, * angka sementara 

Rasio tenaga kefarmasian dan gizi dihitung berdasarkan akumulasi dari jumlah tenaga 

yang ada di Puskesmas serta tenaga yang bekerja di Rumah Sakit. Yang termasuk tenaga farmasi 

adalah apoteker dan asisten apoteker, sedangkan untuk tenaga gizi adalah DI, DIII Gizi (SPAG 

dan AKZI) dan DIV. 
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Gambar II.38 

Jumlah dan Ratio Tenaga Kefarmasian Per 100.000 Penduduk 
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020 

 
                           Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020, * angka sementara 

Jumlah dan Ratio tenaga farmasi per 100.000 penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur pada Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi cenderung meningkat. Rasio Tenaga 

kefarmasian Pada Tahun 2016 sebesar 9,24 per 100.000 penduduk meningkat menjadi 12,54 

pada Tahun 2017. Pada Tahun 2018 menurun sebesar 11,45 dan pada Tahun 2019 dan 2020 

kembali meningkat menjadi 14,09 dan 17,41 per 100.000 penduduk. Jumlah tenaga farmasi 

meningkat pada Tahun 2017 sebanyak 27 orang dibandingkan Tahun 2016 sebanyak 20 orang, 

namun menurun pada Tahun 2018 menjadi sebanyak 21 orang dan meningkat kembali pada 

Tahun 2019 dan 2020 sebanyak 23 dan 40 orang. 

 Rasio  tenaga  perawat  per 100.000  penduduk  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  

selama  5  tahun  terakhir berfluktuasi. Pada Tahun 2016 sebesar   114,25 per 100.000 

penduduk meningkat pada Tahun 2017 dengan rasio 132,86 per 100.000 penduduk. Pada 

Tahun 2018 terjadi penurunan menjadi sebesar 112,2 per 100.000 penduduk dan pada Tahun 

2019 dan 2020 mengalami peningkatan menjadi 134,6 dan 141,4 per 100.000 penduduk. 
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Gambar II.39 

Jumlah dan Ratio Tenaga Perawat Per 100.000 Penduduk 
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020 

 
                Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020,      * angka sementara 

Rasio tenaga  bidan pada Tahun 2016 sebesar 314,76 per 100.000 penduduk, meningkat 

pada Tahun 2017 menjadi sebesar 328.09 per 100.000. Terjadi penurunan pada tahun rasio 

bidan terhadap 100.000 penduduk sebesar 170,3 dan dan kembali meningkat pada Tahun 2020 

menjadi 170,9 dan 188,4. Rasio tenaga perawat dan bidan dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar II.40 

Jumlah dan Ratio Tenaga Bidan Per 100.000 Penduduk 
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020 

 
                Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021    * angka sementara 
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Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nurdin Hamzah merupakan salah satu unit kerja yang 

dibentuk dengan fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis Rumah Sakit Umum; 2) 

Pengkoordinasian Rumah Sakit Umum; dan 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang 

pelayanan kesehatan. Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh RSUD Nurdin Hamzah 

dalam pelaksanaan kegiatan salah satunya adalah keterbatasan sumberdaya manusia (SDM), 

seperti kurangnya tenaga dokter umum dan tenaga dokter spesialis yang tidak menetap di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

Pelayanan RSUD Nurdin Hamzah meliputi Bed Occupation Rate (%), Average Length of 

Stay (Hari), Bed Turn Over (Kali), Turn Over Interval (Hari), Net Death Rate (%), Gross Death 

Rate (%), Jumlah Tempat Tidur (Unit), Jumlah Kematian (Jiwa), Jumlah Rawat Jalan/out patient 

(Jiwa). Peningkatan maupun penurunan masing-masing persentase pelayanan Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Nurdin Hamzah dapat dilihat pada Tabel II.11. 

Tabel II.11. 
Pelayanan RSUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020 

 

  Sumber : RSUD Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 (diolah) 

Gambar II.39. menerangkan bahwa pada Tahun 2016 penduduk yang sakit berjumlah  

171.315 orang, pada Tahun 2017 mengalami penurunan sehingga penduduk yang sakit 

berjumlah 34.884 orang. Pada Tahun 2018 dan 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 

168.685 orang dan 190.672 orang, namun menurun kembali pada Tahun 2020 menjadi 136.979 

orang . Rata-rata nilai pertumbuhan sebesar 72,20 persen per tahun. 
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Gambar II.41. 
Jumlah Penduduk yang Sakit di Kabupaten Tanjung Jabung TimurTahun 2016 – 2020 

 
                                            Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD NH Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 

 

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Sektor infrastruktur ini mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi 

yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mendukung 

pertumbuhan ekonomi tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang melaksanakan pembangunan dan rehab fasilitas keinfrastrukturan, 

baik jalan, jembatan, tanggul, maupun air bersih.  

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan kegiatan 

pada Tahun 2019 antara lain : 1) Pembangunan  sarana jalan, jembatan dan irigasi 

memerlukan biaya yang sangat tinggi mengingat kondisi geografis Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur diwilayah berawa dan dataran rendah serta lahan gambut; 2) Terbatasnya alokasi 

anggaran untuk kegiatan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi, sehingga capaian yang telah 

ditetapkan mengalami hambatan pencapaian target; 3) Lambatnya penunjukan penyedia 

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tidak tepat waktu; 4) Kondisi lokasi dan cuaca sangat 

mempengaruhi lamanya pelaksanaan pekerjaaan fisik; dan 5) Masih rendahnya pemahaman 

pemangku kepentingan dan belum terbangunnya kemitraan yang kuat dalam pemanfaatan 

ruang. Gambar II.40. menunjukkan data tentang perkembangan jalan di Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur dari Tahun 2016 - 2020. 
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Perkembangan jalan aspal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfluktuasi cenderung 

menurun setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir. Jalan aspal pada Tahun 2016 sepanjang 

293,79 km, menurun pada Tahun 2017 menjadi 267,78 Km. Pada Tahun 2018 hingga pada 

Tahun 2019 meningkat menjadi 379,09 dan 395,14 km, namun menurun pada Tahun 2020 

menjadi atau rata-rata perkembangan jalan aspal sebesar minus 5,83 Km per tahun atau minus 

1,98 persen per tahun. Sebaliknya terjadi pada Panjang jalan kerikil mengalami peningkatan 

setiap tahunnya, pada Tahun 2016 panjang 294,05 km meningkat berturut-turut sampai 

dengan Tahun 2020 menjadi panjang 354,11 km, 363,67 km, 403,10 km dan 701,45 Km. Rata-

rata perkembangan jalan kerikil sepanjang 101,85 Km pertahun atau 34,64 persen pertahun.  

Panjang Jalan tanah juga berfluktuasi namun cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir 

dimana pada Tahun 2016 panjang jalan tanah  406,04 km menurun pada Tahun 2017 dengan 

panjang 372 km, kembali meningkat pada Tahun 2018 dengan panjang 435,02 km namun 

menurun pada Tahun 2019 dan 2020 dengan panjang 379,53 km dan 205,84 Km. Rata-rata 

perkembangan jalan tanah sepanjang minus 50,05 Km atau minus 12,33 persen per tahun. 

Gambar II.42. 
Jenis Permukaan Jalan (km) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 

 

             Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020 

Penanganan jalan dan jembatan memang menjadi sangat sentral apabila tidak mampu 

dilaksanakan. Hal tersebut akan berakibat terhadap aktifitas barang dan orang akan menjadi 

terhambat, untuk mengantisipasi segala permasalahan yang akan timbul, maka kondisi jalan di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus mantap. Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua 

kriteria yakni mantap secara konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas, sedangkan yang 
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termasuk dalam kondisi ini adalah jalan dengan kondisi baik dan sedang (Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan). 

Gambar II.43. 
Kondisi Jalan (km) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 

 
                                  Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 

Hingga Tahun 2020, kondisi jalan mantap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah 

mengalami peningkatan kualitas dengan capaian sepanjang 904,025 Km (229,27 km baik dan 

674,76 km sedang) jika dibandingkan dari tahun 2016 yang hanya sepanjang 774,61 km (531,04 

km baik dan 243,57 km sedang), sehingga selama 5 tahun peningkatan kondisi jalan mantap 

rata-rata sebesar 4,18 persen atau sepanjang 32,35 km. 

Kondisi jalan rusak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfluktuasi cenderung menurun 

pada kondisi awal Tahun 2016 sepanjang 114,25 km, mengalami penurunan di Tahun 2017 

menjadi 88,03. Pada Tahun 2018 meningkat menjadi 221,49 Km kemudian kembali menurun 

pada Tahun 2019 dan 2020 menjadi 178,08 km dan 123,31 km. Berbeda dengan kondisi jalan 

rusak berat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami penurunan pada Tahun                  

2016 – 2019 dari 105,02 Km menurun menjadi 95,86 Km. Namun pada Tahun 2020 terjadi 

peningkatan jalan rusak berat menjadi 145,44 Km. Kondisi jalan di Kabupaten Tanjung jabung 

Timur Tahun 2016 - 2020 disajikan pada Gambar II.43. 
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Gambar II.44. 
Kondisi Jembatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 

 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 

Gambar II.44. menunjukkan data jumlah jembatan dari Tahun 2016 - 2020 yang telah 

dibangun tidak bertambah yaitu sebanyak 525 unit. Pekerjaan yang dilaksanakan hanya 

peningkatan kualitas jembatan yang telah dibangun. Pada Tahun 2016 hanya terdapat 125 unit 

jembatan dalam kondisi baik dan pada Tahun 2019 jumlah jembatan dalam kondisi baik 

meningkat menjadi sebanyak 176 unit, sehingga ada penurunan angka jumlah jembatan dalam 

kondisi rusak dari Tahun 2016 sebanyak 400 unit menjadi 349 unit pada Tahun 2020. Secara 

persentase jembatan yang baik sebesar 34 % dan yang rusak sebesar 66 % pada Tahun 2020. 

Kondisi rehabilitasi irigasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur cenderung fluktuatif, hal ini 

dapat dilihat dari Gambar II.45. yang menunjukkan data awal rehabilitasi irigasi di Tahun 2016 

sepanjang 172.516 m’, Tahun 2017 dan 2018 tidak terdapat pekerjaan Rehabilitasi Irigasi, 

pekerjaan di fokuskan pada pembangunan tanggul. Pada Tahun 2019  rehabilitasi irigasi dengan 

panjang 94.055 m’ dan Kondisi akhir di Tahun 2020 sepanjang 177.141 m’. 
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Gambar II.45. 
Jumlah Rehabilitas Irigasi di Kabupaten Tanjung Jabung  Timur Tahun 2016 - 2020 

 
            Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 

Pembangunan Box Culvert yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur selama Tahun 2016 - 2020 juga mengalami kondisi yang fluktuatif cenderung 

meningkat, dimana pada Tahun 2016 sebanyak 13 unit, meningkat pada Tahun 2017 sebanyak 

29 unit dan Tahun 2018 sebanyak 36 unit. Pada Tahun 2019 menurun sebanyak 29 unit dan 

terakhir di Tahun 2020 kembali meningkat sebanyak 35 unit sebagaimana tersaji pada Gambar 

II.46. 

Gambar II.46. 
Jumlah Pembangunan Box Culvert (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur  

Tahun 2016 - 2020 

 
      Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020 
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2.3.1.4. Perhubungan 

Pencapaian pembangunan pada sektor perhubungan dapat tergambar pada peningkatan 

sarana prasarana perhubungan seperti dermaga, pelabuhan, angkutan penyeberangan. Sesuai 

dengan kondisi daerah yang memiliki ratusan sungai maka keberadaan dermaga-dermaga kecil 

baik yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah daerah sangatlah menentukan denyut nadi 

perekonomian. 

Perkembangan sektor dermaga tiap tahunnya mengalami peningkatan dari Tahun      

2016-2020. Pada Tahun 2016 jumlah dermaga sebanyak 101 unit, terus meningkat sampai 

Tahun 2020  menjadi 117 unit dengan angka rata-rata pertumbuhan jumlah dermaga sebesar 

3,77 persen. Dari segi konstruksi dermaga terbuat dari kayu, besi dan beton. Perkembangan 

dermaga dari segi konstruksi dalam periode 2016 – 2020 untuk dermaga kayu dan beton 

cenderung stagnan sebanyak 70 unit dan 10 unit, kecuali pada Tahun 2020 bertambah masing-

masing 1 unit menjadi 71 unit dermaga kayu dan 11 unit dermaga beton. Dermaga besi 

mengalami peningkatan dari Tahun 2018 - 2020 menjadi 27 unit, 31 unit dan 35 unit dari 

sebelumnya dimana pada Tahun 2016 - 2017 sebanyak 21 unit. Perkembangan Jumlah dermaga 

dan konstruksi dermaga dapat dilihat pada gambar II.47. Dan II.48. 

Selain kuantitas, Pemerintah Daerah juga memperhatikan kualitas dermaga. 

Perkembangan dermaga dalam kondisi baik dan rusak pada periode 2016 – 2020 semua 

dermaga kayu dalam kondisi rusak yaitu sebanyak 70 unit, kecuali 1 unit dermaga kayu di 

LLASDP Sungai Puding dalam kondisi bagus. dan dermaga besi serta beton semuanya masih 

dalam kondisi baik sebanyak 46 unit. Perkembangan Kondisi dermaga dapat dilihat pada 

Gambar II.49.  

 

 

 

 

 

 

 



RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026  II-59 

 

 

 

 

 

Gambar II.47. 
Perkembangan Jumlah Dermaga (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur                         

Tahun 2016 – 2020 

 
                                          Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 

Gambar II.48. 
Perkembangan Konstruksi Dermaga (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur                    

Tahun 2015 – 2019 

 
                           Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 
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Gambar II.49. 
Perkembangan Kondisi dermaga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 

 

               Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 

2.3.1.5. Kependudukan dan Catatan Sipil 

Untuk pelayanan kependudukan dalam hal pemberian Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran, sejalan dengan kebijakan nasional melalui Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan (SIAK), Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merealisasikan KK sejak Tahun 2016 hingga 2020, 

realisasi KK di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi 

cenderung meningkat, pada Tahun 2016 sebesar 61.594 KK, meningkat pada Tahun 2017 

sebesar 66.858 KK, pada Tahun 2018 dan 2019  menurun menjadi 65.135 KK dan 59.662 KK dan 

kemudian pada Tahun 2020 meningkat kembali sebesar 72.886 KK. 

Gambar II.50. 
Realisasi Pembuatan KK, KTP dan Akta Kelahiran Tahun 2016 - 2020 

                                      Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020 
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Pada periode yang sama realisasi pembuatan KTP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 sebanyak 140.911 KTP, 142.219 KTP pada 

tahun 2017, 154.329 di tahun 2018, 163.360 KTP di tahun 2019 dan terakhir di Tahun 2020 

menjadi 170.375 KTP. Untuk pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

pada Tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami kondisi fluktuatif cenderung meningkat, 

pada Tahun 2016 sebanyak 64.744 akta kelahiran meningkat menjadi 71.737 akta kelahiran 

pada Tahun 2017. Pada Tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan menjadi 68.392 dan 

66.873 akta kelahiran, kemudian kembali meningkat pada Tahun 2020 menjadi 70.276 Akta 

Kelahiran. Realisasi pembuatan KK, KTP dan akta kelahiran di kabupaten Tanjung Jabung Timur 

Tahun 2016 - 2020 disajikan pada Gambar II.50. 

2.3.1.6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat adalah 

dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk 

melalui Keluarga Berencana (KB). Data menunjukkan bahwa pelayanan keluarga berencana 

Pasangan Usia Subur (PUS) yang melakukan Program KB aktif metode kontrasepsi efektif 

(akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu Tahun 2016 - 2020 

berjumlah 172.007 akseptor. Perkembangan Pasangan Usia Subur (PUS) yang melakukan 

Program KB aktif metode kontrasepsi efektif (akseptor) dalam kurun waktu Tahun 2016 – 2020 

befluktuasi cenderung menurun dengan rata-rata perkembangan pertahun minus 0,28 persen. 

Pada Tahun 2016 jumlah PUS yang melakukan Program KB aktif metode kontrasepsi efektif 

sebanyak 34.341 akseptor, meningkat pada Tahun 2017 – 2019 menjadi 34.601 akseptor, 

34.511 akseptor dan 34.607 akseptor. Pada Tahun 2020 jumlah PUS yang melakukan Program 

KB aktif metode kontrasepsi efektif  mengalami penurunan menjadi 33.947 akseptor. 
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Gambar II.51. 
PUS yang melakukan Program KB Aktif Metode Kontrasepsi Efektif (Akseptor)  

di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 

 
            Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020 

Pada periode yang sama pelayanan KB PUS yang melakukan Program KB aktif metode 

kontrasepsi efisien/alat kontrasepsi (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu Tahun 2016 - 2020 berjumlah 26.345 

akseptor. Perkembangan PUS yang melakukan program KB aktif metode kontrasepsi efisien 

Tahun 2016 - 2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata perkembangan per tahun sebesar 

103,99 persen. Pada Tahun 2016 PUS yang melakukan program KB aktif metode kontrasepsi 

efisien berjumlah 1.198 akseptor meningkat menjadi 5.669 akseptor pada Tahun 2020. 

Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut. 

Gambar II.52. 
PUS Yang Melakukan Program KB Aktif Metode Kontrasepsi Efisien (akseptor) 

  di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.  

             Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020  
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Untuk jumlah peserta KB baru dalam kurun waktu Tahun 2016 – 2020 cenderung 

menurun, dimana pada Tahun 2016 jumlah peserta KB baru sebanyak 14.443 jiwa menurun 

berturut-turut sebesar 7.129 jiwa, 6.338 jiwa dan 4.689 jiwa pada Tahun 2017 - 2019. Pada 

Tahun 2020 Jumlah Peserta KB Baru sedikit mengalami peningkatan menjadi 5.192 jiwa. 

Gambar II.53. menunjukkan data peserta KB baru di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 

2016 - 2020. 

Gambar II.53. 
Peserta KB Baru (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 

 
                         Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021 

Jumlah peserta program KB Aktif tiap tahunnya cenderung meningkat dengan nilai rata-

rata laju pertumbuhan sebesar 2,82 persen pertahun. Pada Tahun 2016 Jumlah peserta 

program KB Aktif  sebanyak 35.977 jiwa dan terus meningkat menjadi 39.916 jiwa di Tahun 

2020 dengan peserta masih didominasi oleh peserta perempuan. Gambar berikut 

menunjukkan peserta program KB aktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020. 

Gambar II.54. 
Peserta Program KB Aktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 

 
         Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021 
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2.3.1.7. Ketenagakerjaan 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase jumlah angkatan kerja 

terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja 

(15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Indikator ini menunjukkan 

besaran relatif  dari persediaan tenaga kerja untuk memproduksi barang atau jasa dalam 

perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang 

berpotensi menghasilkan barang atau jasa.  

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 

periode Tahun 2015 hingga Tahun 2020 berfluktuasi. Pada Tahun 2015 TPAK sebesar 68,18 

persen yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 75,97 persen pada Tahun 2017, akan 

tetapi mengalami penurunan di Tahun 2018 dan 2019 berturut-turut menjadi 71,53 persen dan 

70,09 persen, dan kembali meningkat pada Tahun 2020 menjadi 74,18 persen. Sedangkan pada 

Tahun 2016, BPS Provinsi Jambi tidak melaksanakan survey TPAK. TPAK Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur Tahun 2020 yang mencapai sebesar 74,18 persen ini artinya tingkat kesulitan 

angkatan kerja untuk mendapat pekerjaan lebih mudah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

atau dengan kata lain angka TPAK yang tinggi menunjukan besarnya tingkat kesempatan kerja 

yang tersedia. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

Tahun 2015 - 2020 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jambi dan 

Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2015 – 2019 disajikan pada Gambar berikut. 

Gambar II.55. 
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 – 2020 

 

          Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur,  2020 (diolah) 
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Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah penduduk usia produktif yang sama sekali 

tidak mempunyai pekerjaan. TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi 

perkembangan angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan kerja 

yang tidak terserap di pasar kerja. 

Seiring dengan TPAK, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur merupakan yang paling rendah di Provinsi Jambi, hal ini menunjukkan rendahnya 

angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.  

Gambar II.56. 
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020 

 

                                        Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur,  2020 (diolah) 

Tabel II.12. 
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 – 2020 

 

         Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur,  2021 (diolah) 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

PROVINSI JAMBI 4,34 4 3,87 3,86 4,19 4,41

KERINCI 3,67 3,26 2,89 2,75 2,43

MERANGIN 5,38 4,1 3,64 3,8 4,86

SAROLANGUN 4,53 2,25 4,18 4,24 5,71

BATANGHARI 3,38 3,57 4,01 4,7 4,42

MUARO JAMBI 5,4 5,39 4,66 5,29 5,43

TANJUNG JABUNG TIMUR 1,44 2,36 1,85 1,71 1,41

TANJUNG JABUNG BARAT 2,68 3,07 2,46 2,67 2,16

TEBO 1,94 1,98 2,07 2,99 2,95

BUNGO 2,98 4,89 3,09 3,93 5,94

KOTA JAMBI 7,32 5,55 6,56 6,72 10,49

KOTA SUNGAI PENUH 8,18 4,14 5,44 4,17 5,56

Wilayah
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)
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